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A.    Kebijakan Umum Peradilan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Peradilan 

Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai 

tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana 

maupun perkara perdata. Di samping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas 

lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Pengadilan 

Negeri untuk pelaksanaannya.Tugas-tugas tersebut antara lain non yudisial, 

administrasi, umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI,  Forum   

Pimpinan   Daerah,   IKAHI,   Dharmayukti,   Koperasi   Pegawai, Olahraga dan lain 

sebagainya. 

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir 

lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan 

administrasinya serta kondisi fisik gedungnya dengan menyadari adanya kendala-

kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, ruang dan fasilitas lainnya. 

Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara 

penataan dan menjaga  kebersihan  kantor, ketertiban  budaya  kerja pegawai dan 

penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping   itu 

dalam hal peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses 

penyelesaiannya tidak lebih dari 5 (lima) bulan dengan tidak mengesampingkan 

kualitas isi putusan. 

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari 

pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrai perkara 

berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta Buku 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh 

kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, 

namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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pembenahan akan dilakukan secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan 

berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan. 

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan 

administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, yaitu : 

a. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada 

pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan. 

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang 

berkembang di masyarakat. 

  

B. Visi Dan Misi 

a. Visi 

Dengan tetap menselaraskan pada visi Mahkamah Agung RI yaitu 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” maka ditetapkan visi 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagaimana yaitu “Terwujudnya 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Yang Agung” 

b. Misi 

Untuk mencapai Misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, 

yaitu : 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

 

C. Rencana Strategis 

Untuk memperjelas arah tujuan yang ingin dicapai maka tujuan merupakan 

implementasi dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu  

2015-2019, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merumuskan Rencana 

Strategis: 
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1. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan 

2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara 

3. Peningkatan akses peradilan 

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
 

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun antara lain: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 

2. Terciptanya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Terciptanya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

4. Terciptanya peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 

parameter objektif 

7. Terciptanya peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien 
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A. Struktur Organisasi ( Tupoksi ) 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan ( Pasal 24  

ayat 1 ) Undang-undang Dasar pasca Amandemen. 

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan 

Peradilan lain di bawah Mahkamah ( Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, 

Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi ( Pasal 24 ayat 2 ) Undang-undang Dasar 

1945. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-

badan Peradilan  (  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  militer,  peradilan  

tata  Usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas 

pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya ( Pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). 

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 UU no. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri 

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan 

perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat Pertama ( Pasal 2 UU no. 2 Tahun 1986 ). 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 UU no. 2 Tahun 

1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Instansi Vertikal di bawah 

Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin 

Barat, Profinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai tugas pada Bidang 

Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun dibantu para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, 

para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB. 

BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI DAN 

PELAYANAN PUBLIK 
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Pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

36/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada 46 Pengadilan Negeri Kelas II 

Menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun naik kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB dan dengan kenaikan kelas ini 

juga ada penyesuaian eselon. 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Garis Komando 

  : Garis Koordinasi 
 

 

Sesuai Bagan Struktur organisasi diatas, nama yang menduduki jabatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Ketua   : AA. GD. Agung Parnata, SH., CN. 

Wakil ketua   : (Jabatan Kosong) 

Hakim : - Muhammad Ikhsan, SH. 

  - Iman Santoso, SH., MH. 

KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS PANITERA 

 

HAKIM 

PANITERA PENGGANTI 

JURU SITA 

PANMUD 

PIDANA 

PANMUD 

PERDATA 

PANMUD 

HUKUM 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN 

KEUANGAN 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

KEPEGAWAIAN 

& ORTALA 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN, TI, 

DAN PELAPORAN 
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  - Iqbal Albanna, SH., MH. 

- Mantiko Sumanda Moechtar, SH., 

M.Kn. 

Panitera : Yohanis, SH. 

Sekreatris  : Husni Thamrin, ST. 

Panitera Muda Hukum : Hariyanto 

Staff Hukum : - Muhammad Amrullah 

- Bayu Dzulmi Kurdani * 

  - Hiskia J. Aritonang * 

Panitera Muda Pidana : Ucok Richon Manik, SH. 

Staff Pidana  : - Sylvi Enggriani, SH. 

  - Ega Ayu Ananda * 

  - Masrun * 

Panitera Muda Perdata                 : Jurmani, SH. 

Staff Perdata  : - Maya Agustina, SH. 

  - Suci Paramita * 

Panitera Pengganti : - Patmawaty, SH. 

  - Yelly Febdrianty, SH. 

Juru Sita  : Nordiansyah 

Jurusita Pengganti : Rosilawati, A.Md. 

Ka.Subbag. Kepegawaian, Ortala : Chanro Simamora, SH. 

Staff Kepegawaian, Ortala : Noor Maydah Lestika * 

Ka.Subbag. Umum dan Keuangan         : Deni Nurmansyah, SE. 

Bendahara : Didik Sulaiman, SH. 

Staff Umum dan Keuangan : - Sulistyawati 

  - Kao M. Kaokabanullah *   

  - Erwin Tirajul Akbar * 

  - Muhammad Syamsi * 

  - Harco Yossie * 

  - Muhamad Rohim * 

  - Muhamad Aji Purnomo * 

PLT. Ka.Subbag. Perencanaan, TI, dan 

Pelaporan         

: Yudha Pradana Putra, A.Md. 

Staff Perencanaan, TI, dan 

Pelaporan         

:  

 

Keterangan : * : Tenaga Kerja Honorer 

 

Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB terdapat Kepaniteraan yang 

dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan  yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan  Peradilan. Jumlah Hakim 

Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ada 5 orang termasuk Ketua dengan 2 Majelis. 

Jumlah Pegawai Ada 17 Pegawai ASN termasuk pejabat structural dan fungsional. 

Jumlah Tenaga Kontrak ada 12 dengan rincian 8 orang pramubhakti, 1 orang sopir, dan 3 

orang satpam dengan masing-masing tenaga kontrak diperbantukan di setiap bagian. 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB, masing-masing pejabat/urusan mempunyai Standar Operasional Prosedur 

(SOP) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sudah berdasarkan 

standar akreditasi penjaminan mutu demi memberikan pelayanan  terbaik untuk 

masyarakat.  

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan 

I. Teknis Pengadilan Tingkat Pertama 

1 Hakim 8 
1. Sop Hakim – Perkara Pidana Biasa 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. Sop Hakim – Perkara Pidana 

Singkat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. Sop Hakim – Perkara Pidana Cepat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. Sop Hakim – Perkara Perdata 

Gugatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. Sop Hakim – Perkara Perdata 

Permohonan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. Sop Hakim – Persidangan Perkara 

Pidana Anak 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. Sop Hakim – Perkara Pidana Pra 

Peradilan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. Sop Hakim – Hakim Pengawas 

Bidang 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. Panitera 18 1. S.O.P.  Administrasi Penanganan 

Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Persiapan Persidangan Dievaluasi 5 

November 2018 



8 

 

  
 

 

 

 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

3. S.O.P.  Proses Persidangan Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Banding Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Kasasi Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali Perkara 

Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P.  Penerimaan Berkas Perkara 

Pidana Acara Pemeriksaan Cepat  

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.  Perkara Perdata Eksekusi Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P.  Administrasi Penanganan 

Perkara Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P.  Persiapan Persidangan 

Perkara Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P.  Administrasi Pra Peradilan Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P.  Administrasi Upaya Perkara 

Banding Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Kasasi Perkara Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali Perkara 

Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P.  Administrasi Upaya Hukum 

Grasi Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P.  Administrasi Bantuan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu 

Dievaluasi 5 

November 2018 

17. S.O.P.  Administrasi Laporan 

Keadaan Perkara Pidana Dan 

Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P.  Administrasi Laporan 

Keuangan Perkara Perdata Pidana 

Dan Pnbp 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. Kepaniteraan 

Pidana 

23 1. S.O.P.  Proses Penyelesaian 

Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Proses Penyelesaian 

Perkara Pidana Anak 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.   Proses Penyelesaian 

Perkara Pidana Singkat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.   Proses Penyelesaian 

Perkara Pidana Tipiring 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.   Proses Penanganan 

Perkara Tilang 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.  Permohonan Upaya Hukum 

Banding 

Dievaluasi 5 
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November 2018 

7. S.O.P.  Permohonan Upaya Hukum 

Kasasi 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.   Permohonan Upaya 

Hukum Peninjauan Kembali 

Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P.   Permohonan Grasi Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P.  Permohonan Praperadilan Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P.   Permintaan Permohonan 

Perpanjangan Penahanan Oleh 

Penyidik Dan Pu Pasal 29 Ayat (2) 

Dan Ayat (3) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P.   Permintaan Permohonan 

Perpanjangan Penahanan Oleh Pu 

Berdasarkan Pasal 25 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P.  Permohonan Ijin 

Persetujuan Besuk Fix 

Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P.   Permintaan Permohonan 

Perpanjangan Penahanan Ke 

Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P.   Penagguhan Penahanan 

Pidana Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P.   Proses Penyelesaian 

Permohonan Persetujuan 

Penggeledahan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

17. S.O.P.   Proses Penyelesaian 

Permohonan Diversi 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P.   Permohonan Ijin 

Pembantaran Pidana Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

19. S.O.P.   Pencabutan Permohonan 

Banding Pidana Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

20. S.O.P.  Pencabutan Permohonan 

Kasasi Pidana Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

21. S.O.P.  Pencabutan Permohonan 

Pk Pidana Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

22. S.O.P.  Permohonan 

Ijinpersetujuan Penyitaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

23. S.O.P.  Pelaksanaan Pengawasan 

Dan Pengamatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4 Kepaniteraan 

Perdata 

32 1. S.O.P.  Perkara Perdata 

Permohonan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Perkara Perdata Gugatan 

Perlawanan Apabila Mediasi 

Berhasil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.   Perkara Perdata Gugatan 

Perlawanan Apabila Mediasi Tidak 

Berhasil Gagal 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.   Permohonan Perkara Dievaluasi 5 
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Perdata Banding November 2018 

5. S.O.P.   Permohonan Perkara 

Perdata Kasasi Memenuhi Syarat 

Formil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.   Perkara Perdata 

Peninjauan Kembali 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P.   Permohonan Konsinyasi Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.   Permohonan Eksekusi  Riil Dievaluasi 5 

November 2018 

9. Sop Permohonan Eksekusi  Untuk 

Melakukan Suatu Perbuatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P.   Permohonan Eksekusi 

Pembayaran Sejumlah Uang Dan 

Hak Tanggungan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P.   Pencabutan Permohonan 

Banding Perdata Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P.   Pencabutan Permohonan 

Kasasi Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P.   Pencabutan Permohonan 

Pk Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P.   Permohonan Konsinyasi - 

Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P.   Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana Oleh Hakim 

Tunggal 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P.  Keberatan Gugatan 

Sederhana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

17. S.O.P.   Pemberitahuan Putusan 

Perkara Perdata Gugatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P.  Pemberitahuan Putusan 

Verstek Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

19. S.O.P.  Pemberitahuan Putusan 

Perkara Perdata Banding-Kasasi-

Peninjauan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

20. S.O.P.   Penanganan Register 

Perkara Perdata Banding-Kasasi-

Peninjauan Kembali 

Dievaluasi 5 

November 2018 

21. S.O.P.   Panggilan Sidang Dievaluasi 5 

November 2018 

22. S.O.P.   Keuangan Tingkat Pertama Dievaluasi 5 

November 2018 

23. S.O.P.  Keuangan Tingkat Banding-

Kasasi-Pk 

Dievaluasi 5 

November 2018 

24. S.O.P.   Mekanisme Pelaporan 

Keuangan Perkara Pada Aplikasi 

Komdanas 

Dievaluasi 5 

November 2018 

25. S.O.P.  Biaya Proses Dievaluasi 5 
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November 2018 

26. S.O.P.  Pengelolaan Surat Keluar 

Kepaniteraan Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

27. S.O.P.   Pengelolaan Surat Masuk 

Kepaniteraan Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

28. S.O.P.   Tata Cara Surat Delegasi 

Masuk 

Dievaluasi 5 

November 2018 

29. Sop Tata Cara Surat Delegasi 

Keluar 

Dievaluasi 5 

November 2018 

30. S.O.P.   Penerimaan Perkara 

Gugatan Pada E-Court 

Dievaluasi 5 

November 2018 

31. S.O.P.  Panggilan Sidang Pada E-

Court 

Dievaluasi 5 

November 2018 

32. S.O.P.  Pemberitahuan Putusan 

Perkara Gugatan Pada E-Court 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. Kepaniteraan 

Hukum 

36 1. S.O.P.  Penanganan Delegasi Dari 

Bawas Tentang Tindaklanjut 

Pengaduan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.   Penanganan Meja 

Pengaduan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.   Pendaftaran Badan Hukum Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.   Pembuatan Laporan 

Bulanan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.   Pembuatan Laporan Enam 

Bulanan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.   Pembuatan Laporan 

Tahunan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P.   Pendaftaran Surat Kuasa Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.  Pendaftaran Surat Kuasa 

Insidentil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P.  Waarmeking Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P.   Survey Kepuasan 

Masyarakat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P.   Pembuatan Laporan Catur 

Wulan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P.  Pengelolaan Surat Masuk Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P.  Pengelolaan Surat Keluar Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P.   Pelayanan Pos Bantuan 

Hukum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P.   Kerjasama Pos Bantuan 

Hukum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P.  Pelayanan Informasi Dievaluasi 5 
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Prosedur Biasa November 2018 

17. S.O.P.   Pelayanan Informasi 

Prosedur Khusus 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P.  Pengarsipan Berkas Perkara Dievaluasi 5 

November 2018 

19. S.O.P.  Penerimaan Berkas Perkara Dievaluasi 5 

November 2018 

20. S.O.P.  Pelayanan Surat 

Keterangan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

21. S.O.P.  Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Dicabut Hak 

Pilih Dan Tidak Sedang Menjalani 

Pidana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

22. S.O.P.  Pembuatan Surat 

Keterangan Penelitian 

Dievaluasi 5 

November 2018 

23. S.O.P.  Pembuatan Laporan 3 

Bulanan Pengaduan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

24. S.O.P.  Standar Pelayanan 

Sampling 

Dievaluasi 5 

November 2018 

25. S.O.P.  Penanganan Papan 

Informasi Perkara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

26. S.O.P.   Standar Pelayanan 

Komunikasi 

Dievaluasi 5 

November 2018 

27. S.O.P.   Pelimpahan Minutasi 

Perkara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

28. S.O.P.   Meja Informasi Dievaluasi 5 

November 2018 

29. S.O.P.  Pengisian Direktori Putusan Dievaluasi 5 

November 2018 

30. S.O.P.   Pembuatan Laporan 

Tahunan Pelayanan Informasi 

Dievaluasi 5 

November 2018 

31. S.O.P.   Pembuatan Laporan 

Tahunan Pengaduan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

32. S.O.P.   Pembuatan Laporan 

Pelayanan Posbakum 

Dievaluasi 5 

November 2018 

33. S.O.P.   Pelayanan Petugas Meja 

Pengaduan Melalui Siwas 

Dievaluasi 5 

November 2018 

34. S.O.P.  Peminjaman Berkas 

Perkara  Inaktif 

Dievaluasi 5 

November 2018 

35. S.O.P.   Sipp Pengarsipan Berkas 

Perkara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

36. S.O.P.   Pengisian Upaya Hukum 

Kasasi Dan Pk Ke Direktori Putusan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. Panitera 

Pengganti 

8 1. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Pidana Acara Pemeriksaan 

Singkat 

Dievaluasi 5 

November 2018 



13 

 

  
 

 

 

 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

2. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Pidana Lalu Lintas 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Pra Peradilan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Tindak Pidana Ringan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Perdata Gugatan 

Sederhana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Perdata Gugatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Perkara Perdata Permohonan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.  Panitera Pengganti Dalam 

Persidangan  Perkara Pidana Acara 

Pemeriksaan Biasa 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. Jurusita  1. S.O.P.  Panggilan Sidang Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Pemberitahuan 

Penetapan/Putusan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.  Pemberitahuan Pernyataan 

Banding/Kasasi/Pk 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.  Pelaksanaan Putusan Yang 

Telah Berkekuatan Hukum Tetap 

(Bht) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P Pemberitahuan Memori 

Banding-Kasasi-Pk Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P Pemberitahuan Kontra 

Memori Banding-Kasasi-Pk  

Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P Pemberitahuan Memeriksa 

Berkas Perkara  Perkara Perdata 

Dievaluasi 5 

November 2018 

II. Non Teknis Pengadilan Tingkat Pertama 

1. Sekretaris 7 1. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Urusan Perencanaan 

Program Dan Anggaran 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Urusan Kepegawaian 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Urusan Keuangan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Penataan Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Pengelolaan 

Teknologi Informasi Dan Statistik 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.  Persetujuan Bahan Dievaluasi 5 
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Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

Pelaksanaan Urusan Surat 

Menyurat, Arsip, Perlengkapan, 

Rumah Tangga, Keamanan, 

Keprotokolan Dan Perpustakaan 

November 2018 

7. S.O.P.  Persetujuan Bahan 

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi 

Dan Dokumentasi Serta Pelaporan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

16 1. S.O.P.  Penanganan Surat Masuk Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P.  Penanganan Surat Keluar Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P.  Penyusunan Program Dan 

Anggaran Tahun  Berikutnya 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P.  Perencanaan Program Dan 

Anggaran Tahun Berjalan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P.  Revisi Dipa Dan Pok Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P.  Belanja Modal Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P.  Penerimaan Barang 

Persediaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P.  Pemeliharaan Jaringan Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P.  Pengisian Pembaruan 

Konten Website 

Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P.  Sinkronisasi Sipp Perkara 

Pidana Tingkat Pertama 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P.  Sinkronisasi Sipp Perkara 

Perdata Tingkat Pertama 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P.  Penanganan 

Harware/Pengolah Data Rusak 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P.  Penyusunan Laporan 

Bulanan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P.  Penyusunan Laporan 

Semesteran 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P.  Penyusunan Laporan 

Tahunan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P.  Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. Subbagian 

Kepegawaian, 

Organisasi 

dan Tata 

Laksana 

34 

1. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P Investarisasi Pegawai 

(Bezetting Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P Daftar Urut Senioritas (Dus) 

Hakim 

Dievaluasi 5 

November 2018 
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Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

5. S.O.P Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK) Pegawai Negeri Sipil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK) Pegawai Negeri Sipil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P Rekapitulasi Daftar Hadir 

Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P Pembuatan Surat 

Keputusan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P Pembuatan Surat 

Keputusan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P Pengusulan Kenaikan 

Pangkat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P Mutasi Masuk Hakim Dan 

Pegawai Negeri Sipil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P Usulan Promosi Jabatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

14. S.O.P Usulan Pensiun Hakim Dan 

Pegawai Negeri 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P Usulan Tanda Penghargaan 

Satya Lencana 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P Pembuatan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

17. S.O.P Penyelesaian Surat Tugas 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P Penyelesaian Permohonan 

Surat Cuti Hakim Dan Pegawai 

Sipil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

19. S.O.P Penyelesaian Permohonan 

Surat Cuti Ketua Pengadilan 

Negeri 

Dievaluasi 5 

November 2018 

20. S.O.P Penyelesaian Pembuatan 

Pengantar Hukuman Disiplin  

Bagi Hakim Dan Pns 

Dievaluasi 5 

November 2018 

21. S.O.P Penyelesaian Pembuatan 

Kartu Pemohon Penambahan 

Penghasilan Pegawai (KP4) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

22. S.O.P Penyelesaian Dokumen 

Pelantikan/Penyumpahan Dan 

Menduduki Jabatan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

23. S.O.P Pengusulan Karpeg, 

Karis/Karsu 

Dievaluasi 5 

November 2018 

24. S.O.P Pengusulan Kartu Taspen 

Dievaluasi 5 

November 2018 

25. S.O.P Pelaksanaan Rapat Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

26. S.O.P Pelatihan 
Dievaluasi 5 
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Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

November 2018 

27. S.O.P Pemberian Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

28. S.O.P Pengusulan Casn Menjadi 

ASN 

Dievaluasi 5 

November 2018 

29. S.O.P Pengusulan Diklat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

30. S.O.P Pembuatan Spp-Spmt-

Sptmj-Spmj 

Dievaluasi 5 

November 2018 

31. S.O.P Usulan Mutasi Aparatur 

Sipil Negara Non-Teknis 

Dievaluasi 5 

November 2018 

32. S.O.P Usulan Mutasi Aparatur 

Sipil Negara Teknis 

Dievaluasi 5 

November 2018 

33. S.O.P Rapat Baperjakat 

Dievaluasi 5 

November 2018 

34. S.O.P Usulan Ujian Dinas Dan 

Penyesuaian Ijazah 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

44 1. S.O.P Penerbitan Spp Dan Spm 

Untuk Belanja Pegawai 

(Pembayaran Gaji Induk) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

2. S.O.P Pembuatan Spp Dan Spm 

Untuk Belanja Pegawai 

(Pembayaran Gaji Susulan) 

Dievaluasi 5 

November 2018 

3. S.O.P Sop Penerbitan Spp Dan 

Spm Untuk Belanja Pegawai 

(Pembayaran Kekurangan Gaji) - 

Copy 

Dievaluasi 5 

November 2018 

4. S.O.P Pengajuan Skpp Pegawai 
Dievaluasi 5 

November 2018 

5. S.O.P Pembayaran Pajak Up Atau 

Tup 

Dievaluasi 5 

November 2018 

6. S.O.P Pengajuan Spm 

Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak 

Dievaluasi 5 

November 2018 

7. S.O.P Pembayaran Sppd Dinas 

Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

8. S.O.P Pengajuan Spm 

Pembayaran Honor Pengelola 

Keuangan  

Dievaluasi 5 

November 2018 

9. S.O.P Penerbitan Spp Dan Spm 

Untuk Uang Makan Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

10. S.O.P Pengelolaan Pendapatan 

Negara Bukan Pajak 

Dievaluasi 5 

November 2018 

11. S.O.P Pengajuan Dan Pencairan 

Remunirasi Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

12. S.O.P Pembuatan Dan Pengajuan 

Specimen Tanda Tangan Di Kppn 

Dievaluasi 5 

November 2018 

13. S.O.P Pembuatan Dan Pengajuan 

Specimen Tanda Tangan Di Bank 

Dievaluasi 5 

November 2018 
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Bri 

14. S.O.P Penerbitan Spp Dan Spm 

Uang Lembur Pegawai 

Dievaluasi 5 

November 2018 

15. S.O.P Pengajuan Uang Persediaan 

Atau Tambahan Uang Persediaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

16. S.O.P Pembuatan Dan Pengajuan 

Data Kontrak Belanja Modal  

Dievaluasi 5 

November 2018 

17. S.O.P Pembayaran Spm-Ls Belanja 

Modal 

Dievaluasi 5 

November 2018 

18. S.O.P Pengajuan Pembuatan 

Kartu Identitas Petugas Satker 

(Kips) Kppn  

Dievaluasi 5 

November 2018 

19. S.O.P Pembuatan Pelaporan Saiba 

Dan Rekonsiliasi Kppn 

Dievaluasi 5 

November 2018 

20. S.O.P Laporan Semester Dan 

Tahunan Keuangan Atau Calk 

Dievaluasi 5 

November 2018 

21. S.O.P Pembuatan Laporan 

Realisasi Anggaran Manual 

Dievaluasi 5 

November 2018 

22. S.O.P Monev 
Dievaluasi 5 

November 2018 

23. S.O.P Perawatan Barang 

Inventaris Dan Gedung Kantor 

Dievaluasi 5 

November 2018 

24. S.O.P Keamanan Kantor 
Dievaluasi 5 

November 2018 

25. S.O.P Melaksanakan Kebersihan 

Gedung Kantor 

Dievaluasi 5 

November 2018 

26. S.O.P Penataan Buku - Buku 

Perpustakaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

27. S.O.P Peminjaman Buku-Buku 

Perpustakaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

28. S.O.P Pendistribusian Alat-Alat 

Tulis Kantor  

Dievaluasi 5 

November 2018 

29. S.O.P Penggunaan Bmn Berupa 

Laptop Dan Kendaraan Dinas 

Dievaluasi 5 

November 2018 

30. S.O.P Penunjukan Penggunaan 

Rumah Negara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

31. S.O.P Pengemudi Atau Sopir 
Dievaluasi 5 

November 2018 

32. S.O.P Pengolahan Aplikasi 

Persediaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

33. S.O.P Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

34. S.O.P Rekonsiliasi Barang Milik 

Negara 

Dievaluasi 5 

November 2018 

35. S.O.P Penyusunan Uraian Tugas 

Satpam Dan Tenaga Kebersihan 

Dievaluasi 5 

November 2018 
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36. S.O.P Penanganan Surat Keluar 
Dievaluasi 5 

November 2018 

37. S.O.P Penanganan Surat Masuk 
Dievaluasi 5 

November 2018 

38. S.O.P Pelaporan Aplikasi 

Persediaan Persemester Pertahun 

Dievaluasi 5 

November 2018 

39. S.O.P Pelaporan Aplikasi Simak 

Bmn Persemester Pertahun 

Dievaluasi 5 

November 2018 

40. S.O.P Permintaan Barang 

Persediaan 

Dievaluasi 5 

November 2018 

41. S.O.P Pelaporan Aplikasi 

Simakbmn Tingkat Korwil 

Dievaluasi 5 

November 2018 

42. S.O.P Pembuatan Laporan 

Aplikasi Pp 39 Tahun 2006 Form B 

Dievaluasi 5 

November 2018 

43. S.O.P Pembayaran Langsung 

Kepada Pihak Ketiga 

Dievaluasi 5 

November 2018 

44. S.O.P Penerimaan Tamu 

(Resepsionis) 

Dievaluasi 5 

November 2018 
 

 

8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

  Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian ditentukan bahwa untuk  mewujudkan penyelenggaraan tugas 

pemerinthan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, 

bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan 

sistem prestasi kerja dan karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Untuk 

menjamin objektivitas dalam pertimbangan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.  

  Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil maka secara otomatis setiap PNS 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

yang merupakan arah tujuan dari pelaksanaan tugas kedinasan yang diukur dengan 

adanya target dan pencapaian dari sasaran kinerja masing-masing pegawai. Ditahun 

2018 ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memulai pelaksanaan penilaian kinerja PNS 

dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 
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Struktur Organisasi dan Pelayanan Publik    

Adapun masing-masing Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun sebagai berikut: 

No Sasaran Kerja Pegawai 
Jumlah Kegiatan 

Tahun 2018 
Keterangan 

1. Ketua 8 Kegiatan  

2. Wakil Ketua - Jabatan Kosong 

3. Hakim 4 Kegiatan  

4. Panitera 11 Kegiatan  

5. Sekretaris 7 Kegiatan  

6. Panitera Muda Pidana 12 Kegiatan  

7. Panitera Muda Perdata 9 Kegiatan  

8. Panitera Muda Hukum 6 Kegiatan  

9. 
Kepala Subbagian Umum dan 

Keuangan 
12 Kegiatan  

10. 
Kepala Subbagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana 
9 Kegiatan  

11. 
Kepala Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan 
7 Kegiatan 

Jabatan Kosong 

per April 2018 

12. Staf Kepaniteraan Pidana 16 Kegiatan  

13. Staf Kepaniteraan Perdata 5 Kegiatan  

14. Staf Kepaniteraan Hukum 4 Kegiatan  

15. Staf Bendahara Penerimaan 8 Kegiatan  

16. Staf Bendahara Pengeluaran 9 Kegiatan  

17. 
Staf Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan 
7 Kegiatan  

18. Panitera Pengganti 6 Kegiatan  

19. Jurusita 6 Kegiatan  

20. Jurusita Pengganti 6 Kegiatan  

 

B. Pelayanan Publik yang Prima 

1. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal 

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan 

penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh 

Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan 

International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), 

Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona 

Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana 
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Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan 

Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada 

pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan 

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance 

Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB juga membuat Tim 

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri demi memenuhi tujuan Akreditasi Penjaminan 

Mutu ini. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor :  

W16-U3/051/KPN/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 

(TAPM) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/142/KPN/SK/II/2018 tentang 

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun, berikut ini Struktur Organisasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB : 

  

TOP MANAGER 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

A.A. GD. Agung Parnata, SH., CN. 
 

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE 

HAKIM PENGADILAN NEGERI 

Mantiko Sumanda Moechtar, SH., M.Kn. 
 

Wakil MR I (Koordinator Teknik) : Yohanis, SH. 

Wakil MR II (Koordinator Operasional) : Husni Thamrin, ST. 
 

 

TIM INTERNAL 

AUDITOR (IA) 

            

TIM SURVEI KEPUASAN 

PELANGGAN 

     

TIM DOCUMENT 

CONTROL (DC)  

Koordinator: 

Iman Santoso, SH., MH. 

Koordinator: 

Iqbal Albanna, SH., MH. 

Koordinator: 

Husni Thamrin, ST. 

Sekretaris : 

Sulistyawati 
S 

Sekretaris : 

Ade Andiko, SH. 

Sekretaris : 

Yudha Pradana P., A.Md. 

Anggota : Anggota : Anggota : 

1. Muhammad Ikhsan, SH. 1. Ucok Richon Manik, SH. 1. Deni Nurmansyah, SE. 

2. Iqbal Albanna, SH., 

MH. 
2. Hariyanto 2. Chanro Simamora, SH.  

3. Jurmani, SH. 3. Sylvi Enggriani, SH. 3. Rosilawati, A.Md. 
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Pada tanggal 30-31 Mei 2017, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan 

Umum melakukan penilaian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Penilaian 

meliputi berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. 

Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB adalah dengan 

ditemukannya beberapa ketidaksesuaian. Hasil temuan ketidaksesuaian pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan jumlah 8 minor untuk Top 

Management, 9 minor untuk Manager Representative, Document Control, Internal Audit 

dan Survey (Tim PMPN), dan 10 minor untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 

Pada tanggal 24 Juli 2017 di Banyuwangi, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

menghadiri penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 98 Pengadilan 

Negeri dan 17 Pengadilan Tinggi se-Indonesia di Pendopo Sabha Swagata Blambangan di 

Banyuwangi. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan langsung oleh 

Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof Dr M Hatta Ali, SH, MH, dan Dirjen Badilum, 

Dr Herri Swantoro, SH, MH. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Sertifikat 

Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “A” Excellent. Dengan mendapatnya Sertifikat 

Akreditasi Penjaminan Mutu ini diharapkan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan yang sesuai 

dengan standar penjaminan mutu. 

Pada tanggal 22-23 Maret 2018, Tim Assesment Pengadilan Tinggi Palangka Raya 

melakukan assesment akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Penilaian 

meliputi berbagai aspek yang harus sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008. 

Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB adalah dengan 

ditemukannya beberapa ketidaksesuaian. Hasil temuan ketidaksesuaian pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan jumlah 2 minor untuk Top 

Management, 1 minor untuk Manager Representative, Document Control, Internal Audit 

dan Survey (Tim PMPN), dan 5 minor untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dengan 

adanya assesment dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun berhasil mempertahankan nila “A” Exellent dan diharapkan terus 

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 
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2. Posbakum 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada 

setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum 

kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan 

hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, 

memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan 

rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Advokat Piket adalah Advokat yang 

bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam 

kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.  

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada tahun 2018 memperoleh 

anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 48.000.000,- pada DIPA 03. Realisasi Anggaran 

untuk Posbakum adalah 100% per Desember 2018. 

  Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan 

Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Suriansyah, SH., MH., dan 

Reka. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai bagian dari 

penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang 

bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian 

rasa keadilan. 

Jadwal pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

setiap Senin-Kamis pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB dan 14.00 WIB - 15.00 WIB dengan 

menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Posbakum, Rahmat Kuswanto, SH. 

untuk memberikan pelayanan hukum untuk para pencari keadilan di Pengadian Negeri 

Pangkalan Bun. Berikut ini jumlah permohonan pelayanan di Posbakum Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada Tahun 2018 : 

No Bulan Jumlah Layanan Jumlah Jaga (Jam) Keterangan 

1. Januari 8 40  

2. Februari 12 40  

3. Maret 8 40  

4. April 19 40  

5. Mei 5 40  
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No Bulan Jumlah Layanan Jumlah Jaga (Jam) Keterangan 

6. Juni 9 40  

7. Juli 13 40  

8. Agustus 4 40  

9. September 6 40  

10. Oktober 6 40  

11. November 6 40  

12. Desember 4 40  

 

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran 

mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan, 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan 

keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai 

dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenagan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan 

dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan bagi masyarakat beragama selain 

Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri ini antara lain seperti 

permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran dan lain-lain 

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.  

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar gedung 

pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidentil dengan tujuan 

meningkatkan akses terhadap keadilan bagi  masyarakat sulit atau tidak mampu 

menjangkau gedung Pengadilan Negeri akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun secara 

geografis. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini meliputi 3 Kabupaten 

yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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sehingga untuk Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara terpaut jarak yang 

cukup jauh. Demi memberikan pelayanan Prima kepada para pencari keadilan, salah 

satu sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah “Terciptanya 

peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, oleh karena itu 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan sidang keliling ke Kabupaten Lamandau 

dan Kabupaten Sukamara. 

Adapun sarana prasana untuk mendukung kegiatan sidang keliling ini, 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai 3 tempat Sidang (Zetting Plaats) yaitu di 

Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m2 

dengan Sertifikat Nomor : 300/1987, dan di Tapin Bini, Kelurahan Kudangan, Kecamatan 

Delang, Kabupaten Lamandau dengan luas 1421 m2 serta Gedung Aula DikJar 

Pemerintah Daerah Lamandau di Jalan Bukit Hibul Utara, Kec. Nanga Bulik yang 

dipinjamkan dengan Surat Pinjam Pakai Nomor : tanggal dan direncanakan nantinya 

akan dijadikan kantor sementara Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Pada tahun 2018 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah beberapa kali melakukan sidang keliling 

ke Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, berikut rinciannya : 

No Tanggal Sidang 
Lokasi 

Sidang 

Jumlah 

Perkara 

yang 

ditangani 

Jumlah Anggaran 

Yang Digunakan 
Keterangan 

1 19 Januari 2018 Lamandau 1 Rp. 1.620.000,-  

2 2 Februari 2018 Sukamara 1 Rp. 3.660.000,-  

3 23 Februari 2018 Lamandau 1 Rp. 1.620.000,-  

4 26 Maret 2018 Lamandau 3 Rp. 2.700.000,-  

5 6 April 2018 Sukamara 5 Rp. 6.720.000,-  

6 20 April 2018 Lamandau 3 Rp. 1.620.000,-  

7 18 Mei 2018 Lamandau 2 Rp. 1.620.000,-  

8 29 Juni 2018 Sukamara 6 Rp. 11.300.000,-  

9 6 Juli 2018 Lamandau 1 Rp. 1.620.000,-  

10 13 Juli 2018 Lamandau 4 Rp. 1.620.000,-  

11 20 Juli 2018 Lamandau 6 Rp. 2.700.000,-  

12 27 Juli 2018 Lamandau 6 Rp. 1620.000,-  

13 3 Agustus 2018 Lamandau 3 Rp. 2.160.000,-  

14 28 September 2018 Sukamara 10 Rp. 17.080.000,-  

15 5 Oktober 2018 Lamandau 3 Rp. 3.240.000,-  

16 23 November 2018 Sukamara 7 Rp. 8.340.000,-  

JUMLAH 62 Rp. 69.240.000,-  
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4. Perkara Prodeo 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah 

satunya meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Pembebasan Biaya 

Perkara ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya 

Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga 

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat 

berperkara secara cuma-cuma dengan begitu bisa meringankan beban biaya yang harus 

ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.  

 Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu di Pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. 

Layanan Pembebasan Biaya Perkara ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya 

penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan dan Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada tahun 2018 memperoleh anggaran untuk 

pembebasan biaya perkara (prodeo) ini sebesar : Rp. 1.066.000,- pada DIPA 03 awal dan 

realisasi anggarannya 0% dikarena selama tahun 2018 masih belum ada masyarakat 

yang mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo). 
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A. Sumber Daya Manusia 

Keadaan jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan 

Ketua, Hakim dan Pegawai   yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 

38 (tiga puluh delapan) orang dengan rincian : 

 

No. Nama 
Golongan 

Ruang 
Jabatan Keterangan 

Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

1. 
A.A. Gede Agung Parnata, SH., 

CN. 
VI/b Ketua  

2.   Wakil Ketua Jabatan Kosong 

3. Muhammad Ikhsan, SH. III/c Hakim  

4. Iman Santoso, SH., MH. III/c Hakim  

5. Iqbal Albanna, SH., MH. III/c Hakim  

6. 
Mantiko Sumanda Moechtar, 

SH., M.Kn. 
III/c Hakim  

7. Yohanis, SH. IV/a Panitera  

8. Husni Thamrin, ST. III/d Sekretaris  

9. Ucok Richon Manik, SH. III/d 
Panitera Muda 

Pidana 
 

10. Jurmani, SH. III/c 
Panitera Muda 

Perdata 
 

11. Hariyanto III/b 
Panitera Muda 

Hukum 
 

12. Deni Nurmansyah, SE. III/c 

Kepala Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

 

13. -  

Kepala Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi, dan 

Pelaporan 

Jabatan Kosong 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 
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14. Yudha Pradana Putra, A.Md. II/c 

Pengadiministrasi 

Umum 

Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi, dan 

Pelaporan 

Menjabat PLT. 

Kepala 

Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi, dan 

Pelaporan 

15. Chanro Simamora, SH. III/b 

Kepala Subbagian 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tata Laksana 

 

16. Patmawaty, SH. III/d 
Panitera 

Pengganti 
 

17. Yelly Febdrianty, SH. III/c 
Panitera 

Pengganti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Perdata 

18. Nordiansyah III/b Jurusita 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Perdata 

19. Rosilawati, A.Md. III/a 
Jurusita 

Pengganti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Perdata 

20. Muhammad Amrullah III/b 

Pengadiministrasi 

Umum 

Kepaniteraan 

Hukum 

 

21. Sylvi Enggriani, SH. III/b 

Pengadiministrasi 

Umum 

Kepaniteraan 

Pidana 

 

22. Maya Agustina, SH. III/a 

Pengadiministrasi 

Umum 

Kepaniteraan 

Perdata 

 

23. Didik Sulaiman, SH. III/a 

Pengadiministrasi 

Umum 

SubbagianUmum 

dan Keuangan 

 

24. Sulistywati II/b 

Pengadiministrasi 

UmumSubbagian 

Umum dan 

Keuangan 
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No. Nama Jabatan Keterangan 

Pegawai Honorer Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

1. Hiskia J. Aritonang Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Hukum 

2. Muhammad Syamsi Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

3. Erwin Tirajul Akbar Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

4. Noor Maydah Lestika Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Kepegawaian, 

Organisasi, dan 

Tata Laksana 

5. Ega Ayu Ananda Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Pidana 

6. Masrun Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Pidana 

7. Bayu Dzulmi Kurdani Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Hukum 

8. Suci Paramita Pramubhakti 

Diperbantukan 

di Kepaniteraan 

Perdata 

9. Kao M. Kaokabanullah Sopir 

Diperbantukan 

di Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

10. Muhammad Rohim Satpam  

11. Harco Yossie Satpam  

12. Muhamad Aji Purnomo Satpam  
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Dengan perincian golongan adalah : 

Gol IV                                    :     2    orang 

Gol III                                  :     18   orang 

Gol II                                     :      2   orang 

Gol I                                      :      -    orang 

 

Sedangkan Tenaga Honorer yang ada : 

Satpam                                            :   3    orang 

Pengemudi                                      :   1    orang 

Pramubakti                                     :    8    orang 

Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB , Hakim yang ada sampai dengan 31 Desember 2018 sejumlah 5 (lima) orang 

termasuk Ketua, adapun nama-nama Hakim yang ada adalah : 

1. AA. GD. Agung Parnata, SH., CN. (Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) 

2. M. Ikhsan, SH. (Hakim) 

3. Iman Santoso, SH., MH. (Hakim) 

4. Iqbal Albanna, SH., MH. (Hakim) 

5. Mantiko Sumanda Moechtar, SH., M.Kn. (Hakim) 

 

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai pada tanggal 31 

Desember 2018 sejumlah 6 (enam) orang termasuk Panitera dan 1 (satu)  Jurusita dan 1 

(satu) Jurusita Pengganti, adapun nama-nama Panitera Pengganti yang ada adalah: 

1. Yohanis, SH..(Panitera) 

2. Ucok Richon Manik, SH. (Panitera Muda Pidana) 

3. Jurmani, SH. (Panitera Muda Perdata) 

4. Hariyanto (Panitera Muda Hukum) 

5. Patmawaty, SH. ( Panitera Pengganti ) 

6. Yelly Febdrianty, SH. ( Panitera Pengganti ) 

7. Nordiansyah (Jurusita) 

8. Rosilawati, A.Md. (Jurusita Pengganti) 
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Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai dengan tanggal 31 

Desember 2018 ada 2 (dua) Majelis Hakim termasuk Majelis Ketua, yang ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB nomor : W16 – 

U3/111/KPN/SK/ II/2018, tertanggal 12 Februari 2018. Disamping sebagai Majelis Hakim, 

para Hakim mempunyai tugas sebagai Hakim pengawas bidang, dengan susunan 

menyesuaikan dengan jumlah Hakim yang pada kurun waktu tersebut diatas, dan 

bertugas secara rolling, sehingga para Hakim secara merata dapat bertugas secara 

menyeruluh bergantian kepada masing-masing bidang kepaniteraan dan kesekretariatan 

, untuk penunjukkan Hakim Pengawas Bidang tersebut ditetapkan juga dengan Surat 

Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri yaitu : W16 – U3/011/KPN/SK/I/2018, 

tertanggal 2 Januari 2018, dengan daftar Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut : 

1. A.A. Gede Agung Parnata, SH., CN. sebagai pengawas bidang koordinator 

pengawasan kepaniteraan dan kesekretariatan 

2. Iman Santoso, SH., MH. sebagai pengawas bidang Kepaniteraan Pidana, 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Hubungan 

Masyarakat (Humas). 

3. Muhammad Ikhsan, SH. sebagai  Hakim Pengawas dan Pengamat 

4. Iqbal Albana, SH., MH. sebagai pengawas bidang Kepaniteraan Hukum dan  

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.  

5. Mantiko Sumanda Moechtar, SH., M.Kn. sebagai pengawas di bidang 

Kepaniteraan Perdata  dan  Subbagian Umum dan Keuangan. 

 

Sumber Daya Manusia Non Teknis pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, 

Kesekretariatan atau Pegawai Non Yustisial adalah : 

1. Husni Thamrin sebagai Sekretaris 

2. Deni Nurmansyah, SE sebagai Kepala Subbagian Umum dan Keuangan 

3. Yudha Pradana Putra, A.Md. sebagai PLT. Kepala Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan 

4. Chanro Simamora, SH. sebagai  Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana 

 

Setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan masing-masing pejabat struktural 

dibantu dengan staf dan tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut : 



31 
 

  
 

 

    

 

 

Pembinaan dan Pengelolaan 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

1. Di bagian Kepaniteraan Perdata dibantu oleh 1 (satu) staf serta 1 (satu) 

Panitera Pengganti, 2 (dua) Jurusita yang diperbantukan dan 1 (satu) orang 

tenaga Honorer. 

2. Di bagian Kepaniteraan Pidana dibantu oleh 1 (satu) orang Staf dan 2 (dua) 

orang tenaga Honorer 

3. Di bagian Kepaniteraan dibantu oleh 1 (satu) orang staf serta 2 (dua) orang 

Honorer dengan rincian 1 (sebagai) orang sebagai Staff Hukum dan 1 (satu) 

orang sebagai Protokoler Persidangan. 

4. Di subbagian Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dibantu 1 

(satu) Tenaga Honorer 

5. Di subbagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 (dua) orang Staf yaitu 

Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan yang merangkap sebagai 

Bendahara Penerimaan serta dibantu 6 (enam) orang tenaga Honorer dengan 

rincian 1 (satu) untuk urusan umum dan keuangan, 3 (tiga) untuk satpam, 1 

(satu) untuk sopir dan 1 (satu) untuk tukang kebun. 

6. Di Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dijabat oleh PLT 

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan oleh staf. 

 

 Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tidak mendapat 

jatah penambahan Pegawai  baik Fungsional maupun staf mengingat pada tahun 2018 

ada 2 (dua) Panitera Pengganti yang akan pensiun dan ada 2 (dua) Panitera Pengganti 

yang mendapat promosi dan mutasi menjadi Panitera Muda di satuan kerja lain. Selain 

itu masih ada jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yaitu 

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan dan masih belum ada yang 

mendapat promosi sehingga jabatan tersebut belum terisi. Sampai dengan 31 Desember 

2018 Jabatan Wakil Ketua juga masih kosong dikarena belum ada penggantinya dan 

Wakil Ketua sebelumnya mendapat promosi dan mutasi ke Pengadilan lain.  
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1. Mutasi 

a. Mutasi Keluar 

Pada tahun 2018 Hakim maupun Pegawai yang Mutasi (keluar) dari Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, adalah : 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1. Wahdani, SH. 

Panitera 

PN Pangkalan 

Bun 

Panitera PN 

Sampit 

12 Februari 

2018 

2. Edi Zarqoni, SH. 

Panitera 

Pengganti PN 

Pangkalan Bun 

Panitera Muda 

Perdata PN 

Nanga Bulik 

1 November 

2018 

3 Ade Andiko, SH. 

Panitera 

Pengganti PN 

Pangkalan Bun 

Panitera Muda 

Hukum PN 

Nanga Bulik 

1 November 

2018 

 

b. Mutasi Masuk 

Pada Tahun 2018 Hakim maupun Pegawai yang Mutasi (masuk) ke Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, adalah : 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1 Yohanis, SH. 
Wakil Panitera 

PN Banjarmasin 

Panitera PN 

Pangkalan Bun 

12 Februari 

2018 

2. Chanro Simamora, SH. 

Pengadministrasi 

Umum 

PN Kasongan 

Kepala 

Subbagian 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tata Laksana 

PN Pangkalan 

Bun 

27 Februari 

2018 

 

 

2. Promosi 

Pada Tahun 2018 Hakim maupun Pegawai yang di Promosikan untuk memangku 

Jabatan, adalah : 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT 

1. Hariyanto 

Panitera 

Pengganti 

PN Pangkalan 

Bun 

Panitera Muda 

Hukum PN 

Pangkalan Bun 

27 Mei 2018 
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3. Pensiun 

Pada Tahun 2018 Hakim maupun Pegawai yang  pensiun di Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB, adalah : 

No Nama Jabatan TMT 

1. Maskarminah Panitera Pengganti 1 Agustus 2018 

2 Hj. Rusnaniah, SH. Panitera Pengganti 1 Oktober 2018 

 

4. Diklat 

Pada Tahun 2018 Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

Kelas IB yang mendapat pelatihan ataupun pendidikan kilat (diklat), adalah : 

No. Nama Jabatan Nama Diklat 
Tanggal 

Pelaksanaan 

Pelaksana 

Diklat 

1. 

Chanro 

Simamora, 

SH. 

Kepala 

Subbagian 

Kepegawaian, 

Organisasi 

dan Tata 

Laksana 

Diklat 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa Tahun 

Anggaran 2018 

2-7 

September 

2018 

Lembaga 

Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah 

2. 

Husni 

Thamrin, 

ST. 

Sekretaris 

Diklat 

Kepemimpinan 

III 

September-

Desember 

2018 

Badan 

Penelitian 

Pengembangan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Hukum dan 

Peradilan 

MA RI 

3. 
Muhammad 

Ikhsan, SH. 
Hakim 

Diklat Terpadu 

SPPA bagi 

Penegak 

Hukum 

Angkatan III 

3-16 

Oktober 

2018 

Direktorat 

Jenderal Badan 

Peradilan 

Umum 

4. 

A.A. GD. 

Agung 

Parnata, 

SH., CN. 

Ketua 

Diklat 

Pimpinan 

Pengadilan 

11-24 

November 

2018 

Badan 

Penelitian 

Pengembangan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Hukum dan 

Peradilan 

MA RI 
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No. Nama Jabatan Nama Diklat 
Tanggal 

Pelaksanaan 

Pelaksana 

Diklat 

5. Yohanis, SH. Panitera 

Fit and 

Propertest 

bagi Panitera 

16-18 

November 

2018 

Direktorat 

Jenderal Badan 

Peradilan 

Umum 

 

5. Hukuman Disiplin 

Pada Tahun 2018 Hakim maupun Pegawai yang mendapat Hukuman Disiplin, adalah : 

No Nama Jabatan 
Hukuman Disiplin Yang 

Diberikan 

1. Muhammad Amrullah 

Kepala Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi Informasi, 

dan Pelaporan 

Surat Teguran Tertulis 

Kedua 

2. Iqbal Albanna, SH., MH. Hakim 

Hukuman Disiplin/Sanksi 

dari Badan Peradilan 

Umum 

 

B. Penyelesaian Perkara 

Kinerja suatu Pengadilan adalah dilihat dari penyelesaian perkaranya. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selalu mengedepankan penyelesaian perkara 

sehingga meminimalisir perkara yang lebih dari 5 bulan. Presentase penanganan atau 

penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan sipp-

ma.mahkamahagung.go.id sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 88,89% . 

 

1. Rekapitulasi Perkara 

 Keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
 

No. Nama 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Tahun ini 

Keterangan 

1. Perdata Gugatan 9 34 32 11  

2. Perdata Gugatan 

Sederhana 
0 6 6 0  

3. Perdata 

Permohonan 
0 122 120 2  
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No. Nama 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

yang 

diputus 

Sisa 

Perkara 

Tahun ini 

Keterangan 

4. Perdata Banding 8 14 12 10  

5. Perdata Kasasi 9 8 9 8  

6. Perdata PK 2 4 1 5  

7. Perdata Eksekusi 17 1 1 17  

8. Pidana Biasa 72 403 413 62  

9. Pidana Singkat 0 4 4 0  

10. Pidana Cepat 0 99 99 0  

11. Pidana Lalu-Lintas 0 7032 7032 0  

12. Pidana Banding 19 29 40 8  

13. Pidana Kasasi 7 27 16 18  

14. Pidana PK 0 0 0 0  

15. Pidana Grasi 0 0 0 0  

16. Pidana 

Praperadilan 
0 0 0 0  

17. Pidana  Anak 0 12 12 0  

18. Pidana Anak 

Banding 
0 0 0 0  

19. Pidana Anak Kasasi 0 0 0 0  

 

2. Rasio Perkara 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki 2 Majelis Hakim, dan menurut 

perhitungannya rasio perkara terhadap Majelis Hakim adalah : 

Total Perkara : Majelis hakim = 686: 2 = 343 

Jadi rasio perkara terhadap Majelis Hakim adalah 320 perkara per Majelis. 

Walau dengan 2 Majelis penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

diusahakan untuk meminimalisir sisa perkara dan meningkatkan perkara yang diputus 

tepat waktu. Adapun data yang dapat dilihat sebagai berikut : 
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No Uraian Jumlah 

1. Sisa Perkara Tahun 2017   89 

2. Sisa Perkara yang diputus 89 

3. Sisa Perkara Tahun 2018 77 

4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu  677 

5. 
Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum 

Banding, Kasasi, dan PK 
643 

6. Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi 2 

7. Perkara Anak Yang Berhasil di Diversi 2 

 

Jumlah penanganan Perkara Anak oleh Hakim yang sudah bersertifikat SPPA 

adalah sebagai berikut : 

No. 
 

Hakim 
Jumlah Perkara 

1. A.A. GD. Agung Parnata, SH., CN. - 

2. Muhammad Ikhsan, SH. - 

3. Iman Santoso, SH., MH. - 

4. Iqbal Albanna, SH., MH. 6 

5. Mantiko Sumanda Moechtar, SH., M.Kn. 6 

Total Perkara 12 

3. Putusan yang diajukan Banding 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang dikuatkan Tk Banding 

 Pidana   :  28 

 Perdata   :  6 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang diperbaiki Tk Banding 

 Pidana   :  8 

 Perdata   :  3 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang dibatalkan Tk Banding 

 Pidana   :  2 

 Perdata   :  1 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang yang tidak dapat diterima Tk Banding 

 Pidana   : - 
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 Perdata   : 1 

e. Perkara yang dicabut permohonan Banding  

 Pidana   : 1 

 Perdata   : 1 

 

4. Putusan yang diajukan Kasasi 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan diperbaiki Kasasi; 

 Pidana   : 3 

 Perdata   : 1 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : 1 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima tk 

Kasasi; 

 Pidana   : 9 

 Perdata   : 5 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang diperbaiki Tk. Banding dan tidak diterima Tk 

Kasasi; 

 Pidana   : 1 

 Perdata   : 2 

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang diperbaiki Tk. Banding dan diperbaiki Tk Kasasi; 

 Pidana   : 2 

 Perdata   : - 

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk 

Kasasi; 

 Pidana   : 1 

 Perdata   : 2 



38 
 

  
 

 

    

 

 

Pembinaan dan Pengelolaan 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang 

dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang 

dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk 

Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi 

Yang dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang 

dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang di 

dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 
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h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima 

Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk Kasasi 

Yang dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan 

Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan 

Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang 

dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 
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q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat 

diterima Tk. PK; 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat 

diterima Tk. PK. 

 Pidana   : - 

 Perdata   : - 

 

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

1. Gedung 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang dipakai sekarang 

adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16, 

Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

 

Gambar Tampak Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut luas 

bangunannya 80 m2 konstruksi bangunan permamen dengan luas tanah 170 m2. 

Keadaan kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut tertata rapi dan bersih 

dengan dihiasi dengan taman bunga dan kolam. Di halaman samping kantor dibangun 

sebuah Musholla “AL FATH” pada tahun 2014, dan di bagian belakang kantor dibangun 

lapangan Volly yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Di belakang dan disamping 

kanan kantor dibangun tempat parkir kendaraan roda dua beserta kendaraan roda 

empat.  Untuk di belakang kantor tempat parkir kendaraan roda dam roda empat khusus 
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untuk Hakim dan Pegawai, sedangkan pada bagian samping kanan untuk Kendaraan 

Tahanan, Polisi, dan Pengunjung. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah terdapat 

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sudah dibangun Ruang Mediasi, Perpustakaan, 

Ruang Tunggu Penggunjung, Ruang Menyusui atau laktasi, Tempat Merokok atau 

Smoking Area serta toilet yang bersih untuk pengunjung maupun pegawai dan toilet 

khusus difabel. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga telah menyediakan ruang tamu 

terbuka sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.  

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah menerapkan sistem satu pintu, 

jadi semua Pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau lainnya masuk ke 

gedung hanya lewat pintu depan saja sehingga mudah terpantau. Terlebih lagi setiap 

tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan dikenakan tanda tamu 

berupa kartu pengunjung.  

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun  Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB berupaya melakukan beberapa terobosan dan renovasi guna 

melengkapi sarana dan prasarana, antara lain : 

 Perbaikan Keramik dan Pembuatan Jalan untuk Difabel di Ruang Tahanan ke 

Ruang Sidang 

 

         SEBELUM        SESUDAH 

 Renovasi Keramik dan Tempat Duduk Ruang Tahanan Pria dan Wanita 

 

SEBELUM 
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SESUDAH 

 

 Penggantian Keramik Ruang Tunggu Pengunjung 

 

 

 Pemasangan Keramik Lantai Taman Depan Ruang Panitera Pengganti 

 

           SEBELUM                SESUDAH 
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 Pemasangan Keramik Selasar Belakang Ruang Barang Bukti 

 

 Pemindahan Pintu Ruang Panitera dan Pembuatan Ruang Teleconference 

 

 Pembuatan Toilet Difabel 
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 Renovasi Tower Penanmpung Air pada Rumah Dinas Belakang Kantor 

 

 

 Pembuatan Tempat Parkir Rumah Dians Belakang Kantor 

 

SESUDAH 
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 Perbaikan Pagar Belakang Rumah Dinas Ketua 

 

 Perbaikan Tempat Parkir Pegawai 

 

SEBELUM 

 

SESUDAH 
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 Perbaikan Jendela Yang Sebelumnya Loket menjadi Tertutup 

 

SEBELUM 

 

SESUDAH 
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 Pembuatan Parit Tempat Parkir Pegawai 

 

 Pergantian Keramik Ruang Sidang 

 

 

SEBELUM 
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SESUDAH 

 Penggantian Keramik Lantai Lorong/Selasar Lantai 1 
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 Perbaikan Lantai Lobi PTSP 

 

 Land clearing tanah lokasi pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik 
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2. Gedung Tempat Sidang Keliling (Zetting Plaats) 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB mempunyai 3 tempat Sidang (Zetting 

Plaats) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan 

luas 8288 m2 dengan Sertifikat Nomor : 300/1987, dan di Tapin Bini, Kelurahan 

Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau dengan luas 1421 m2 serta Gedung 

Aula DikJar Pemerntah Daerah Lamandau di Jalan Bukit Hibul Utara, Kec. Nanga Bulik 

yang dipinjamkan dan mulai 1 November 2018 Pengadilan Negeri Nanga Bulik sudah 

resmi beroperasi sehingga gedung Aula Dikjar Pemerintah Daerah sudah digunakan 

untuk gedung sementara Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Sehingga mulai tanggal 1 

November 2018 sudah tidak ada kegiatan Zetting Plaats ke Kabupaten Lamandau. 

 

 

3. Rumah Dinas 

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang 

melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini 

Pemerintah telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit 

dengan dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, 

adapun kondisi Rumah Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2017 : 

 

No Uraian Jumlah 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. 
Rumah Dinas 

Ketua 
1 1 0 0  

2. 
Rumah Dinas 

Wakil Ketua 
1 1 0 0 

Belum 

ditempati 

3. 
Rumah Dinas 

Hakim 
6 6 0 0 

2 rumah 

belum 

ditempati 

4. 
Rumah Dinas 

Panitera 
1 1 0 0  

5. 
Rumah Dinas 

Sekretaris 
1 1 0 0  

Jumlah 10 10 0 0  

 

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB tersebut per 31 

Desember 2018 sudah ditempati Pejabat baik Teknis maupun Struktural dengan rincian 

yaitu : 
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 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud yang diperuntukannya 

untuk Rumah Dinas Ketua sekarang ditempati oleh Bpk. A.A. GD. AGUNG 

PARNATA, SH., CN. (Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) dengan nomor SK : 

W16-U3/035/SEK/SK/I/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman SH yang 

diperuntukannya untuk Rumah Dinas Wakil Ketua sekarang belum ditempati. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang 

ditempati oleh Bpk. IMAN SANTOSO, SH., MH. dengan nomor SK : W16-

U3/039/SEK/SK/I/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 atau berada di komplek 

belakang kantor yang peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum 

ditempati dan dalam kondisi baik. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16 Gang Lombok I yang 

peruntukannya untuk Rumah Dinas Hakim sekarang belum ditempati dan dalam 

keadaan rusak berat. 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman  yang peruntukannya 

untuk Rumah Dinas Panitera sekarang ditempati oleh Bpk. YOHANIS, SH. dengan 

nomor SK : W16-U3/108/SEK/SK/II/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman yang peruntukannya 

untuk Rumah Dinas Sekretaris sekarang ditempati oleh Bpk. HUSNI THAMRIN, 

ST. dengan nomor SK : W16-U3/041/SEK/SK/I/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MUHAMMAD IKHSAN, SH. 

dengan nomor SK : W16-U3/036/SEK/SK/I/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. MANTIKO SUMANDA 

MOECHTAR, SH., M.Kn. dengan nomor SK : W16-U3/037/SEK/SK/I/2018 

 Rumah Dinas yang terletak di Jalan Ahmad Wongso yang peruntukannya untuk 

Rumah Dinas Hakim sekarang ditempati oleh Bpk. IQBAL ALBANNA, SH., MH. 

dengan nomor SK : W16-U3/038/SEK/SK/I/2018 
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4. Kendaraan Dinas 

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun Struktural yang 

melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam hal ini 

Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu 

kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun  Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 

31 Desember 2018 : 

 

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I. Jenis Kendaraan Roda 4 

1. 

Toyota Kijang 

Innova G N/T Lux 

Model Minibus  

2015  - - 
Mobil Dinas 

Ketua 

2. 

Toyota Kijang 

Super Long 

Model Minibus 

2003  - - 
Mobil Dinas 

Panitera 

3. 

Toyota Kijang 

Innova Model 

Minibus 

2007  - - 
Mobil Dinas 

Wakil Ketua 

4. 
Toyota Kijang 

Super Short 
1991  - - 

Mobil Dinas 

Operasional 

       

II. Jenis Kendaraan Roda 2 

1. Honda Kharisma  2005  - - 

Motor 

Dinas 

Sekretaris 

2. Honda Kharisma  2005  - - 

Motor 

Dinas 

Operasional 

3. Honda Mega Pro  2006  - - 

Motor 

Dinas 

Operasional 

Jurusita 

4. Honda Supra X 2003  - - 

Motor 

Dinas 

Operasional  

5. Honda Win 1994  - - 

Motor 

Dinas 

Operasional 

6. Honda Supra X 2003 - - - Hilang 
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Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap 

kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing kendaraan dinas, adapun 

rinciannya sebagai berikut : 

No Uraian 
Penanggung 

Jawab 
Nomor SK Keterangan 

I. Jenis Kendaraan Roda 4 

1. 

Toyota Kijang Innova 

G N/T Lux Model 

Minibus  

A.A. GD. Agung 

Parnata, SH., 

CN. 

W16-U3/ 042 

/KPA/SK/I/2018 

Pinjam Pakai 

Pemda 

Kotawaringin 

Barat 

2. 
Toyota Kijang Innova 

Model Minibus 
 

W16-U3/ 045 

/KPA/SK/I/2018 

Jabatan 

Wakil Ketua 

Sekarang 

Kosong 

3. 
Toyota Kijang Super 

Long Model Minibus 
Yohanis, SH. 

W16-U3/ 043 

/KPA/SK/I/2018 
 

4. 
Toyota Kijang Super 

Short 

Deni 

Nurmansyah, 

SE. 

W16-U3/ 045 

/KPA/SK/I/2018 
 

     

II. Jenis Kendaraan Roda 2 

1. Honda Kharisma  
Husni Thamrin, 

ST. 

W16-

U3/044/KPA/SK/I/2018 
 

2. Honda Kharisma  

Deni 

Nurmansyah, 

SE. 

W16-

U3/049/KPA/SK/I/2018 
 

3. Honda Mega Pro  

Deni 

Nurmansyah, 

SE. 

W16-

U3/070/KPA/SK/I/2018 
 

4. Honda Supra X 

Deni 

Nurmansyah, 

SE. 

W16-

U3/069/KPA/SK/I/2018 
 

5. Honda Win 

Deni 

Nurmansyah, 

SE. 

W16-

U3/071/KPA/SK/I/2018 
 

6. Honda Supra X - - Hilang 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif 
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sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

Sarana dan Prasana disesuaikan dengan standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa 

meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan 

masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

I. Sarana/Prasarana Gedung 

1. Ruang Ketua 1  

2. Ruang Wakil Ketua 1  

3. Ruang Hakim 1  

4. Ruang Panitera 1  

5. Ruang Sekretaris 1  

6. Ruang Sidang Umum 3  

7. Ruang Sidang Anak 1  

8. Ruang Kepaniteraan 3  

9. Ruang Kesekretariatan 1  

10. Ruang Panitera Pengganti 1  

11. PTSP 1  

12. Ruang Mediasi/Diversi/Inzage 1  

13. Ruang Jaksa 1  

14. Ruang Posbakum 1  

15. Ruang Penasihat Hukum 1  

16. Ruang Tunggu Sidang Anak 1  

17. Perpustakaan 1  

18. Ruang Serba Guna 1  

19. Ruang IT 1  

20. Ruang Arsip 1  

21. Ruang Persediaan 1  

22. Ruang Barang Bukti 1  

23. Gudang 1  

24. Ruang Ibu Menyusui/Laktasi 1  

25. Ruang Tahanan Pria 1  

26. Ruang Tahanan Wanita 1  

27. Mushola 1  

28. Ruang Tamu Terbuka 1  

29. Tempat Merokok / Smoking Area 1  

30. Toilet 11  

31. Toilet Difabel 1  

32. Ruang Tunggu Pengunjung 1  

33. Pos Satpam / Keamanan 0 
Masih belum 

tersedia 
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No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran 

1. Minibus 3  

2. Sepeda Motor 6  

3. 
Mesin Ketik Manual Portable (11-

13 Inci) 
2  

4. Lemari Besi/Metal 7 
Bertambah 4 

Pada Tahun 2018 

5. Lemari Kayu 10 
Bertambah 2 

Pada Tahun 2018 

6. Rak Besi 30 
Bertambah 25 

Pada Tahun 2018 

7. Filling Cabinet Besi 6  

8. Brandkas 2  

9. Tabung Pemadam Api 4 
Bertambah 2 

Pada Tahun 2018 

10. CCTV 2  

11. Mesin Absensi 2  

12. Papan Pengumuman 2  

13. Meja Kerja Kayu 32 
Bertambah 5 

Pada Tahun 2018 

14. Kursi Besi/Metal 64  

15. Kursi Kayu 32 
Bertambah 8 

Pada Tahun 2018 

16. Sice 2  

17. Bangku Panjang Kayu 30  

18. Meja Rapat 1  

19. Meja Komputer 7  

20. Tempat Tidur Besi 1  

21. Meja Resepsionis 2  

22. Mesin Pemotong Rumput 1 
Bertambah 1 

Pada Tahun 2018 

23. AC Split 2  

24. Kipas Angin 1  

25. Televisi 6  

26. Amplifier 3  

27. Wireless 1  

28. Dispenser 2  

29. Lambang Instansi 1  

30. Handy Cam 1  

31. Karpet 6  

32. Gordy/Kray 44  

33. Alat Rumah Tangga Lainnya 3  

34. UPS 3  

35. Digital Led Running Text 1  

36. Camera Digital 1  

37. Facisimile 1  
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No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

38. Genset 2 
Bertambah 1 

Pada Tahun 2018 

39. Komputer Jaringan Lainnya 2  

40. PC Unit 19  

41. Laptop 8 
Bertambah 2 

Pada Tahun 2018 

42. Printer 18  

43. Scanner 2  

44. Server 2  

45. Router  1  

46. Rak Server 2  

47. Swicth 1  
 

D. Pengelolaan Keuangan 

DIPA 01. 

1. Belanja Pegawai  

 Pagu                                                    :  Rp. 2.774.691.000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 3.020.531.837,- 

 Sisa                                                      :  - Rp. 244.150.281,- 

Catatan :  

Revisi Anggaran dari BUA belum keluar per 2 Januari 2019, sehingga mengalami 

pagu minus. 

 

2. Belanja Barang Operasional  

 Pagu                                                    :  Rp. 434,654,000,- 

 Realisasi                                              :  Rp. 434,476,364,- 

 Sisa                                                      :  Rp. 177,636,- 

 

3. Belanja Barang Non Operasional  

 Pagu                                                    :  Rp. 16,956,000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 16,819,757,- 

 Sisa                                                      :  Rp. 136,243,- 

 

4. Belanja Pemeliharaan  

 Pagu                                                    :  Rp. 615,577,000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 615,463,025,- 

 Sisa                                                      :  Rp. 113,975,- 
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5. Belanja Perjalanan  

 Pagu                                                    :  Rp. 91.150.000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 91.077.800,- 

 Sisa                                                     :  Rp. 72.200,- 

 

6. Belanja Jasa  

 Pagu                                                    :  Rp. 98,820,000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 95,694,914,- 

 Sisa                                                     :  Rp 3,125,086,- 

 

7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

 Pagu                                                    :    Rp. 0,- 

 Realisasi                                             :    Rp. 0,- 

 Sisa                                                     :    Rp. 0,- 

 

8. Belanja Mesin dan Peralatan 

 Pagu                                                    :   Rp. 249,000,000,- 

 Realisasi                                             :   Rp. 246,680,320,- 

 Sisa                                                     :   Rp. 2,319,680,- 

 

9. Penerimaan PNBP 

  Estimasi                                             : Rp. 21,312,000,- 

  Diterima                                      : Rp. 19,578,400,- 

 

DIPA 03. 

 

1. Belanja Barang Non Operasional  

 Pagu                                                    :  Rp. 58,040,000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 53,716,000,- 

 Sisa                                                      :  Rp. 4,324,000,- 

 

2. Belanja Jasa 

 Pagu                                                 : Rp. 48,000,000,- 

 Realisasi                                          : Rp. 48,000,000,- 

 Sisa                                                  : Rp. 0,- 
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3. Belanja Perjalanan  

 Pagu                                                    :  Rp. 72,500,000,- 

 Realisasi                                             :  Rp. 72,480,000,- 

 Sisa                                                      :  Rp. 20.000,- 

 

4. Penerimaan PNBP  

 Estimasi                                        :  Rp. 12,000,000,- 

 Diterima                                         :  Rp. 11,080,400,- 

 

E. Dukungan Teknologi Informasi 

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi 

informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit 

dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan 

dan akuntabel, hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh 

Mahkamah Agung RI. 

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat keras yang tersedia pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu: 

a. Server      : 2 Unit 

b. Personal Computer     : 18 Unit 

c. PC touchscreen     : 1 Unit 

d. Laptop      : 8 Unit 

e. Mikrotik       : 1 Unit 

f. Switch 24 Port     : 1 Unit 

g. UPS      : 3 Unit 

h. Printer      : 18 Unit 

i. Televisi      : 6 Unit 

j. Mesin Absen     : 2 Unit 

k. Faximile      : 1 Unit 
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l. 1 (satu) set alat Perekam Visual berupa  : 

 1 HardDisk  External 

 16 Kamera CCTV 

 1 Kamera DLSR 

 1 Handicam 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat lunak yang tersedia pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu: 

a. SIPP/CTS Versi 3.2.0-5 lokal dan online ( http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/ 

) Versi 3.2.0-5 

b. Website PN Pangkalan Bun, alamat/ url: www.pn-pangkalanbun.go.id  yang 

sudah sesuai dengan Standar Website sesuai Instruksi dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 

c. Website Informasi Tilang (Pidana Lalu Lintas), alamat / url :tilang.pn-

pangkalanbun.go.id 

d. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP lokal. 

e. Aplikasi Perpustakaan lokal dan online ( pustaka.pn-pangkalanbun.go.id ). 

f. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). 

g. Aplikasi Papan Informasi. 

h. Aplikasi Panggilan Sidang 

i. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

j. E-Court 

k. One Gate System Request, data permintaan barang ATK atau jasa perbaikan 

yang dapat diakses secara online. 

l. File Sharing di Server  

m. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online 

n. Software CCTV (Rekaman). 

o. Email resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

(pangkalanbunpn@gmail.com), email bantuan delegasi Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun (bantuandelegasipnpbun@gmail.com), dan  email 

pengaduan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

(pengaduanpnpbun@gmail.com). 
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Pada Subbagian Umum dan Keuangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang 

terhubung dengan instansi lain antara lain Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, Aplikasi 

Persediaan, Aplikasi SIMANTAP, Aplikasi KOMDANAS, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SAS, 

Aplikasi GPP, Aplikasi SILABI, Aplikasi SIMARI, Aplikasi SHIMPONY, Aplikasi MONET 

BAPENAS, Aplikasi MONET ANGGARAN, dan Aplikasi SIRUP. 

Pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menggunakan 

aplikasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi SAPK, Aplikasi 

KOMDANAS, dan Aplikasi SIMARI. 

 

3. Informasi SIPP 

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP). Sampai dengan 31 Desember 2018 versi SIPP yang digunakan di 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah SIPP versi 3.2.0-5 dan berikut ini riwayat 

update / pembaharuan SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB : 

 

No. Versi SIPP Tanggal Update Keterangan 

1. SIPP versi 3.2.0-1 30 Januari 2018  

2. SIPP versi 3.2.0-2 19 Februari 2018  

3. SIPP versi 3.2.0-3 5 April 2018  

4. SIPP versi 3.2.0-4 4 Oktober 2018  

5. SIPP versi 3.2.0-5 12 Oktober 2018  

 

Statistik Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  sesuai dengan SIPP pada 

tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

No Bulan Perkara Masuk 
Perkara 

Minutasi 

Sisa Perkara 

Bulan Ini 

 Sisa Perkara Tahun 2017 : 89 

1. Januari 56 57 88 

2. Februari 46 71 63 

3. Maret 57 44 76 

4. April 60 59 77 

5. Mei 82 71 88 

6. Juni 12 15 85 
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7. Juli 86 79 92 

8. Agustus 57 62 87 

9. September 69 47 109 

10. Oktober 55 67 97 

11. November 62 75 84 

12. Desember 38 45 77 

Total Perkara 680 692 

Sisa Perkara  

Tahun 2018 : 77 

 

Rasio Perkara : 89,99% 

 

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib 

menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri 

dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun melaksanakannya dengan menginstal aplikasi Monitoring 

Implementasi SIPP (MIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang 

digunakan untuk memonitoring dan mengawasi kepatuhan pengisian data SIPP yang 

terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP. Sampai dengan 

31 Desember 2018 versi MIS yang digunakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah 

MIS versi 1.2 dan berikut ini riwayat update / pembaharuan MIS pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB : 

No. Versi SIPP Tanggal Update Keterangan 

1. MIS Versi 1  

Aplikasi MIS 

pertama kali diinstal 

bulan April 2018 

2. MIS Versi 1.1 19 Agustus 2018  

3. MIS Versi 1.2 14 November 2018  

 

 Dengan adanya MIS pengisian data SIPP bisa dimonitoring sehingga pengisian 

bisa lebih valid, akurat dan tepat waktu. Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum juga mengeluarkan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP yang ada pada alamat 
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website https://badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasisipp.html . Pada Evaluasi 

Implementasi SIPP yang dinilai adalah kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuai. 

Dengan adanya Evaluasi Implementasi SIPP ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum bisa menilai kinerja pengadilan yang berada dibawahnya. Perolehan nilai ini 

merupakan tolak ukur kinerja pengisian SIPP.  

 Statistik perolehan nilai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP selama tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

NO BULAN 
KINERJA 

(Maks. 

150.00) 

KEPATUHAN 

(Maks. 

575.00) 

KELENGKAPAN 

(Maks. 125.00) 

KESESUAIAN 

(Maks. 

150.00) 

TOTAL 

(Maks. 

1000.00) 

1 Januari 104.48 481.60 50.00 143.71 
779.79 

Poin 

2 Februari 125.26 496.67 50.00 138.85 
810.78 

Poin 

3 Maret 127.02 485.20 50.00 115.82 
778.04 

Poin 

4 April 131.25 481.76 75.00 98.73 
786.74 

Poin 

5 Mei 133.08 492.68 74.44 97.18 
797.38 

Poin 

6 Juni 134.14 368.46 50.00 71.67 
624.27 

Poin 

7 Juli 135.86 415.71 75.00 122.04 
748.61 

Poin 

8 Agustus 138.03 419.97 99.12 121.54 
778.66 

Poin 

9 September 136.69 422.30 100.00 132.95 
791.94 

Poin 

10 Oktober 139.13 510.86 100.00 123.63 
873.62 

Poin 

11 November 141.38 408.63 100.00 122.43 
772.44 

Poin 

12 Desember      

 

4. Publikasi Perkara 

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan 

yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. 

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK 

KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh 

tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. 
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Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik 

perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat 

diterbitkan oleh pengadilan. 

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-

perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, 

tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai 

Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka. Publikasi Putusan, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana 

ataupun perdata kedalam direktori putusan Mahkamah Agung RI pada alamat 

www.putusan.mahkamahagung.go.id supaya dapat diakses oleh publik.  

 Upload putusan ke dalam Direktori Putusan sekarang bisa dilakukan melalui 

SIPP. Terdapat menu Antrian Direktori Putusan yang digunakan untuk menjalan antrian 

putusan yang diupload ke dalam SIPP lalu mengubah formatnya menjadi PDF lalu 

diupload ke dalam Direktori Putusan. Dengan adanya Antrian Direktori Putusan pada 

SIPP upload putusan ke dalam Direktori Putusan bisa lebih cepat dan mudah. 

Berikut ini rekapitulasi putusan yang diupload di Direktori Putusan Mahkamah 

Agung RI selama tahun 2018 : 

No Bulan Perdata 
Pidana 

Khusus 
Pidana Biasa Keterangan 

1. Januari 4 8 23  

2. Februari 10 13 17  

3. Maret 13 15 27  

4. April 18 20 60  

5. Mei 8 16 45  

6. Juni 4 7 14  

7. Juli 29 16 37  

8. Agustus 17 17 17  

9. September 11 11 28  

10. Oktober 22 19 42  

11. November 14 17 33  

12. Desember 11 12 28  

Jumlah 161 171 371  
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F. Regulasi Tahun 2018 

Adapun regulasi di tahun 2018 yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area 

penguatan RB masih  belum banyak yang dapat dilakukan mengingat minimnya SDM, 

sosialisasi dan pelatihan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Adapun kondisi yang ada saat ini pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas IB dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manajemen Perubahan 

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang  

ditunjukkan dan  dipraktikkan oleh para  birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya 

citra negatif birokrasi.  Perilaku  yang   sudah  menjadi  mental  model  birokrasi  yang   

dipandang lambat,  berbelit-belit,  tidak  inovatif,  tidak  peka,  inkonsisten,  malas,  

feodal,  dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada 

perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan 

akan mendorong terciptanya budaya kerja positif  yang  kondusif bagi terciptanya 

birokrasi yang  bersih dan  akuntabel, efektif, dan  efisien serta mampu memberikan 

pelayanan yang  berkualitas. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut : 

 Telah dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai 

 Tim RB telah dibentuk dan telah mempunyai rencana kerja 

 Telah dilakukas sosialisasi cetak  biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 

 Telah dilakukan pemilihan role model 

 Publikasi RB belum dilakukan di website 

 Telah  dilakukan  upaya perubahan pola  pikir  dan  budaya kerja  namun 

belum maksimal 

 Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB 

 

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Permasalahan  lain  yang   menjadi  faktor  penyebab  munculnya  perilaku  

negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang  tumpang tindih, 

disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau  sengaja dibuat tidak jelas untuk 

membuka kemungkinan   penyimpangan.   Kondisi   seperti   ini   seringkali   

dimanfaatkan   oleh aparatur untuk  kepentingan pribadi yang  dapat merugikan negara. 
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Karena itu, perlu dilakukan  perubahan/penguatan  terhadap  sistem  peraturan  

perundang-undangan yang  lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut : 

 Sosialisasi     peraturan    perundang-undangan    telah     dilaksanakan     

dengan membentuk Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) 

 Kebijakan Ketua belum dievaluasi. 

 SK Ketua Pengadilan evaluasi dengan peraturan terbaru  

 Telah ada  harmonisasi penetapan SK radius 

 Keputusan ketua  Pengadilan di masukan ke dalam website PN Pangkalan 

Bun. 

 Tim pengelola JDIH sudah ada 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Kelembagaan  pemerintah  dipandang  belum  berjalan  secara  efektif  dan   

efisien. Struktur  yang  terlalu  gemuk   dan  memiliki  banyak hirarki  menyebabkan 

timbulnya proses  yang   berbelit,  kelambatan  pelayanan  dan   pengambilan  

keputusan,  dan akhirnya  menciptakan  budaya feodal  pada aparatur. Karena itu,  

perubahan pada sistem kelembagaan akan  mendorong efisiensi, efektivitas, dan  

percepatan proses pelayanan  dan   pengambilan  keputusan  dalam  birokrasi.  

Perubahan pada sistem kelembagaan  diharapkan  akan  dapat mendorong terciptanya  

budaya/perilaku  yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang  efektif 

dan efisien. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut : 

 Analisa jabatan belum dilakukan karena belam adanya analis kepegawaian 

 Semua usulan  pengisian  jabatan  kosong telah  melalui  Baperjakat  dan  

jabatan yang  masih kosong. 

 Tidak ada  duplikasi tugas dan fungsi. 

 Masih terdapat pegawai yang  rangkap jabatan karena minimnya jumlah 

PNS 

 Laporan telah disampaikan sesuai ketentuan 

 Seluruh pegawai dan pejabat telah menandatangani Pakta Integritas 

 Tugas dan fungsi telah dibagi habis sehingga tidak ada  yang  overlapping 
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 Struktur  organisasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 7 Tahun  2015  tentang Organisasi dan  Tatakerja Kepaniteraan dan  

Kesekretariatan Peradilan 

4. Penataan Ketatalaksanaan 

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga 

sering menjadi  kendala  penyelenggaraan  pemerintahan.  Berbagai  hal  yang   

seharusnya dapat dilakukan  secara  cepat seringkali  harus berjalan  tanpa proses  yang   

pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang  baik. Hal ini  kemudian mendorong 

terciptanya  perilaku  hirarkis,  feodal,  dan   kurang   kreatif  pada  birokrat/aparatur. 

Karena  itu,  perubahan pada  sistem  tatalaksana  sangat diperlukan  dalam  rangka 

mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan, sekaligus juga 

untuk mengubah mental aparatur. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai 

berikut : 

 Tim reviu renstra telah dibentuk 

 Renstra dan IKU sudah direviu 

 Pelayanan telah sesuiai dengan SOP 

 SOP   sudah   direviu 

 Pelaksanaan SOP  telah dimonitoring oleh hakim pengawas bidang 

 Aplikasi SIPP telah berjalan baik 

 Aplikasi pelayanan lain  seperti komdanas, e-LLK, jadwal sidang online dll 

telah ada  dan berjalan baik. 

 Meja informasi telah berjalan baik 

 Buku meja informasi telah ada  dan berjalan baik 

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Perilaku  aparatur sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana  setiap  instansi  

pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-

nya  dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem 

manajemen SDM   yang    tidak   diterapkan   dengan  baik   mulai   dari   perencanaan   

pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan  berpotensi menghasilkan SDM yang  

tidak kompeten. Hal  ini akan  berpengaruh pada kualitas  penyelenggaraan  

pemerintahan dan   pelayanan.  Karena  itu,  perubahan  dalam  pengelolaan  SDM   

harus  selalu dilakukan untuk  memperoleh sistem manajemen SDM yang  mampu 
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menghasilkan pegawai yang  profesional. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi 

sebagai berikut : 
 

 Analisa jabatan belum ada  karena belum ada  analis kepegawaian 

 Analisa kebutuhan pegawai belum ada  karena belum ada  analis jabatan 

 Rapat evaluasi kinerja telah dilakukan setiap bulan 

 Baperjakat telah dilakukan sesuai kebutuhan satker 

 Penetapan kinerja individu telah dibuat 

 Banner kode  etik  hakim, panitera, jurusita dan pegawai  telah 

 SIKEP telah update 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Kemampuan  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  berbagai  sumber 

yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan 

masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang  mampu menghasilkan outcome (hasil yang 

bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem 

akuntabilitas yang  dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan  mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang 

dipergunakannya. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut : 

 Pimpinan   telah   terlibat   langsung   dalam   penyusunan  renstra,  

penetapan kinerja dan  pemantauan kinerja 

 Renstra sudah ada 

 Dokumen Penetapan Kinerja 2017 telah ada 

 Laporan pencapaian kinerja bulanan dan tahunan telah dibuat 

 Asistensi perubahn birokrasi dari PT Palangka Raya melalui Tim Asesor 

Akreditasi Penjaminan Mutu. 

 Pedoman akuntabilitas kinerja telah ada 

 SIPP telah diisi dengan baik 

 e-LLK telah dilaksanakan 

 Komdanas telah diisi dengan baik 

 SIPP dan  e-LLK telah dapat diakses oleh masing masing pegawai dan  

pimpinan secara online 

 Capaian kinerja dalam Komdanas telah dievaluasi. 
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7. Penguatan Pengawasan 

Berbagai  penyimpangan  yang   terjadi  dalam  birokrasi,  salah  satu  

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan 

mendorong tumbuhnya  perilaku  koruptif  atau   perilaku  negatif  lainnya  yang   

semakin  lama semakin   menjadi,   sehingga   berubah   menjadi   sebuah  kebiasaan.   

Karena   itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui 

perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Capaian pelaksanaan reformasi 

birokrasi sebagai berikut : 

 Sosialisasi gratifikasi telah dilaksanakan. 

 Evaluasi penanganan gratifikasi telah dilaksanakan 

 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah dijalankan 

 Lingkungan pengendalian dan  peta  resiko telah ada 

 SPIP telah disosialisasikan 

 Tim penanganan pengaduan telah dibentuk 

 Telah dilakukan sosialisasi penanganan pengaduan 

 Tim penanganan benturan kepentingan telah dibentuk 

 Penangan benturan kepentingan telah disosialisasikan 

 Implementasi penanganan benturan kepentingan telah dievaluasi 

 Zona  integritas menuju wilayah bebas korupsi  (WBK) dan  wilayah  

Birokrasi Bersih dan  Melayani (WBBM) telah dilaksanakan dengan 

pemasangan banner dan pamphlet 

 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang  selalu menjadi sorotan 

masyarakat. Penerapan sistem  manajemen  pelayanan  belum  sepenuhnya  mampu 

mendorong peningkatan  kualitas  pelayanan,  yang   lebih  cepat,  murah,  berkekuatan  

hukum, nyaman, aman, jelas, dan  terjangkau serta menjaga profesionalisme para  

petugas pelayanan.   Karena   itu,   perlu   dilakukan   penguatan  terhadap  sistem   

manajemen pelayanan publik agar  mampu mendorong perubahan profesionalisme para  

penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan. Capaian pelaksanaan 

reformasi birokrasi sebagai berikut : 
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 Standar pelayanan telah mengacu kepada SK KMA No. 26 tahun  2012 

 Standar pelayanan pengadilan telah disosialisasikan 

 SOP  standar pelayanan telah ada 

 SOP  standar pelayanan telah di reviu 

 Sosialisasi budaya pelayanan prima telah disosialisasikan 

 Pelayanan pengadilan telah diinformasikan kepada publik 

 Reward dan  punishment telah dijalankan 

 Telah ada  layanan terpadu onestop service 

 Sudah ada  inovasi  pelayanan  berbasi IT. 

 SIWAS dan meja pengaduan telah dilaksanakan 

 SOP  pelayanan pengaduan telah ada 

 Telah ada  unit layanan pengaduan / meja pengaduan 

 Pengaduan yang  masuk langsung ditindaklanjuti 

 Layanan pengaduan sudah dievaluasi oleh hawasbid 

 Survey  pelayanan pengadilan telah dilakukan 

 Survey  pelayanan pengadilan telah dipublikasikan 

 Survey  pelayanan pengadilan telah ditindaklanjuti 

 Perencanaan TI telah dibuat 

 Hasil evaluasi pelayanan telah ditindaklanjuti. 
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A. Internal 

Untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas dan penyelenggaraan peradilan 

sebagaimana yang telah di program kerjakan di tahun 2018, agar dapat terlaksana dan 

terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, 

maka pengawasan diperlukan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen untuk 

menjaga dan mengendalikannya. 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagai salah satu Satuan Kerja 

Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan 

peradilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berupaya untuk melaksanakan 

pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan peradilan, maupun pengawasan 

melekat terhadap perilaku para Hakim dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. 

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja 

Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan 

Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di 

Bawahnya serta diterbitkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 

01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.  

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Penanggung jawab, 

dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB bersama 

Panitera/Sekretaris, bersama-sama sebagai Pimpinan dalam melakukan pengawasan 

fungsional dan melekat secara internal, setiap saat melakukan pantauan atas 

BAB IV 

PENGAWASAN 
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pelaksanaan tugas dan perilaku Para Hakim dan Para Pegawai, selain melakukan pula 

kunjungan langsung ke masing-masing ruang kepaniteraan dan sub bagian. Pengawasan 

secara langsung oleh atasan ini didasari dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung agar 

bisa melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan 

secara berkala dan berkesinambungan. 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam melaksanakan 

Pengawasan dan Pembinaan secara rutin masing-masing Bidang, berdasar Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16 – U3/111/KPN/SK/ II/2018 tanggal 

12 Februari 2018 menunjuk Hakim-Hakim Anggota sebagi Pengawas Bidang dan Ketua 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Koordinator Pengawas Bidang, yaitu 

mencakup bidang : 

NO NAMA PENGAWAS 

BIDANG 

JABATAN PENGAWAS 

1 A.A. GD. AGUNG PARNATA, 

SH., CN. 

KETUA  Koordinator Pengawasan 

Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan 

2 IMAN SANTOSO, SH., MH. HAKIM  Kepaniteraan Pidana  

 Kesekretariatan Subbagian 

Kepegawaian dan Ortala 

 Hubungan Masyarakat 

(HUMAS) 

3 MUHAMMAD IKHSAN, SH. HAKIM  Pengawas dan Pemgamat 

atas Pelaksanaan Putusan 

Peradilan 

 

4 MANTIKO SUMANDA 

MOECHTAR, SH., M.Kn. 

HAKIM  Kepaniteraan Perdata 

 Kesekretariatan Subbagian 

Umum dan Keuangan. 

 Perpustakaan 

5. IQBAL ALBANNA, SH., MH. HAKIM  Kepaniteraan Hukum 

 Kesekretariatan Subbagian 

Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan 
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Masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan memberikan laporan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Koordinator 

Pengawasan, penyampaian laporan tersebut selain disampaikan secara tertulis, juga 

secara lisan disampaikan pula dalam Rapat Rutin Bulanan untuk dibahas solusinya 

bersama-sama. Hakim Pengawas dan Pengamat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan 

memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB setiap 6 

bulan sekali. 

B. .Evaluasi 

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan serta mengatasi atas 

temuan-temuan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B maupun Para 

Hakim Pengawas Bidang dari kegiatan penyelenggaran peradilan pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas I B, selain secara sporadis dilakukan solusi penyelesaian hambatan 

dan kendala yang ditemui langsung oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim-Hakim 

Pengawas Bidang, setiap bulan ada dilaksanakan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang 

di ikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B. 

Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang dikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, dilaksanakan selain penyampaian tentang 

Sosialisasi adanya kebijakan Pimpinan MA RI atau Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dilaksanakan pula dialog 

interaktif yang memberikan kesempatan kepada Seluruh Perserta Rapat/Pertemuan 

Bulanan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu pendalaman terkait dengan tugas dan 

tanggung jawab yang disampaikan dalam rapat tersebut, evaluasi ataupun tanggapan-

tanggapan lainnya. Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan tersebut 

didokumentasikan/dibuat notulen rapat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dari 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang lalu, dan pada rapat bulan berikutnya 

akan selalu di evaluasi, apabila pada rapat/pertemuan rutin bulanan tersebut ada 

temuan yang membutuhkan tindak lanjut. 

Adapun terkait kinerja dari Pegawai di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah 

dengan melakukan evalulasi kinerja. Pada tahun 2018 Pimpinan Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun telah melakukan evaluasi kinerja terhadap para Pegawai Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas IB setiap 3 (tiga) bulan sekali dan adanya pegawai yang 
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Pengawasan 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

dinilai kurang kinerjanya. Sekretaris menerbitkan Surat Teguran Lisan Kedua kepada 

Muhammad Amrullah selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan pada tanggal 26 Februari 2018  dengan nomor W16-

U3/450.a/KP.02.1/II/2018 sebagai bentuk hukuman disiplin karena dinilai kinerjanya 

kurang dan tidak melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Kepala Subbagian 

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Adapun terkait hal tersebut telah 

dilakukan Rapat Baperjakat pada tanggal 2 Maret 2018 dan memutuskan untuk 

Muhammad Amrullah untuk melakukan pengunduran diri sebagai Kepala Subbagian 

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Adapun hasil Baperjakat diteruskan ke 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar ditindaklanjuti. Pada April 2018 Ketua Pengadilan 

Tinggi Palangka Raya memutuskan untuk menerima permohonan pengunduran diri 

Muhammad Amrullah sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan dan akan kembali menjadi staf/pengadiministrasi umum pada Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun. 

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 

tanggal 18 Juli 2017 terhadap Iqbal Albanna, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun, disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 74/DJU/SK/KPO2.2/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang penjatuhan 

hukuman disiplin/sanksi sedang kepada Iqbal Albanna, SH., MH. 

Evaluasi Kinerja dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tidak hanya untuk Hakim 

maupun Pegawai tetapi evaluasi kinerja juga dilakukan ke tenaga kontrak (honorer). 

Selama tahun 2018 tenaga kontrak yang dinilai kurang kinerjanya dan mendapat teguran 

adalah Muhammad Rohim selaku Satpam mendapat Teguran Tertulis (Pertama) pada 

tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor W16-U3/1649/KP.02.1/VIII/2018 dan 

Muhammad Aji Purnomo selaku Satpam mendapat teguran lisan pada tanggal 30 

November 2018. 
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Penutup 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam rangka mewujudkan sebagai salah satu Satuan Kerja Badan Peradilan yang 

bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang sempurna dan 

terbaik bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 

IB, dari aktifitas keseharian yang dilaksanakan telah berupaya melakukan 

pembenahan- pembenahan untuk penyempurnaan dalam pelayanan, baik 

menyangkut bidang teknis maupun kesekretariatan peradilan. Pembenahan-

pembenahan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan upaya tertib administrasi 

perkara yang sesuai dengan standar administrasi Pedoman Buku I dan Buku II, dan 

tertib administrasi kesekretariatan, memaksimalkan transparansi melalui 

Keterbukaan Informasi Publik dengan menyajikan data atas kinerja yang telah 

dilaksanakan. 

2. Upaya untuk mendapatkan hasil yang optimal selain pengawasan melekat masing-

masing Pimpinan, Para Hakim dan Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun Kelas IB, dilakukan pula pengawasan internal yang dilaksanakan Pimpinan dan 

Para Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 

I B secara rutin, sebagai langkah untuk menuju perbaikan bagi Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun Kelas I B guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat 

Pencari Keadilan. 

3. Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

telah berjalan dengan baik dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung RI, namun bimbingan yang dilaksanakan hanya pada Pegawai 

bidang tehnis seperti Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita / Jurusita 

Pengganti. Kami merasa kurang pelatihan atau pendidikan Khusus untuk 

meningkatkan dan menunjang kemampuan Sumber Daya manusia bagi pegawai 

pada bidang Kesekretariatan khususnya untuk SA–BMN, bagian kepegawaian, 

bagian perpustakaan maupun kearsipan, hal ini untuk meningkatkan kinerja dan 

pelayanan bagi masyarakat, dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional. 

 

BAB V 

PENUTUP 
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Penutup 

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2018 

B. Saran  

1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat 

kekurangan pegawai baik untuk staf kepaniteraan ataupun staf kesekretariatan, 

kekurangan kebutuhan pegawai sementara ini, agar operasional kantor dapat 

terlaksana sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada, ditempuh 

dengan memperdayakan Pegawai honorer-honorer yang ada. Selain itu masih 

adanya jabatan-jabatan yang diisi oleh PLT dan kebutuhan Tenaga Fungsional terkait 

perkara yang semakin meningkat, mengingat akan ada Panitera Pengganti yang akan 

pensiun pada tahun 2018 dan masih ada jabatan-jabatan yang kosong antara lain, 

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dibutuhkan 

tambahan tenaga fungsional dan promosi-promosi jabatan untuk mengisi 

kekosongan itu. Tenaga Fungsional pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB 

semakin berkurang dengan adanya Panitera Pengganti yang mendapat promosi 

mengisi jabatan Panitera Muda Pengadilan Negeri Nanga Bulik dikarenakan 

Pengadilan Negeri Nanga Bulik diresmikan dan beroperasi pada tahun 2018. 

2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dipandang perlu rutinitas 

dilakukan melalui bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain, kesempatan demikian 

dibutuhkan oleh seluruh Hakim dan karyawan, khususnya yang tugas di Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, mengingat perkembangan regulasi Mahkamah 

Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah 

Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan hal-hal tersebut 

membutuhkan bimbingan untuk memahaminya. 

3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun Kelas I B saat ini masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana : 

Komputer, Laptop, Printer, Scanner. Pengadaan Peningkatan jaringan internet untuk 

mendukung input data pada CTS/SIPP, direktori putusan MA RI, PTSP dan e-Court 

agar terlaksana lebih cepat dan tepat waktu. Perkembangan inovasi di bidang 

teknologi informasi pada Mahkamah Agung sangat pesat, saat ini dengan adanya 

SIPP, Direktori Putusan, PTSP dan e-Court dibutuhkan perangkat pendukung yang 

sangat memadai. Perkembangan inovasi ini masih belum diiringi dengan 

pengadaaan sarana dan sarana pendukung teknologi informasi sehingga 

perkembangannya masih setengah-setengah. 

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



REKAPITULASI PERKARA GUGATAN 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

 

N

O 

BULA

N 

SISA BULAN LALU 

MASU

K 

BEBA

N 

BULA

N INI 

PUTU

S 

BULA

N INI 

BELUM 

PEMBAGI

AN 

MAJELIS 

MEDIAS

I 

BERHAS

IL 

MEDIA

SI 

GAGA

L 

GUGU

R 

CABU

T 

JUML

AH 

PUTUS 

JUMLA

H 

MEDIAS

I 

BERHAS

IL 

MINUT

ASI 

BULAN 

INI 

BELUM 

MINUT

ASI 

SISA 

AKHIR 

PERKA

RA 

BELU

M 

PUTU

S 

SUDAH 

PUTUS 

BELUM 

MINUT

ASI 

MEDIAS

I 

BERHAS

IL 

BELUM 

MINUT

ASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Januari 9 1 0 3 13 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 11 

2 Februari 11 0 0 3 14 8 1 0 0 0 0 8 0 7 1 7 

3 Maret 6 1 0 1 8 2 1 0 0 0 0 3 0 2 1 6 

4 April 5 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 5 

5 Mei 5 0 0 9 14 3 2 0 3 0 0 3 0 1 2 13 

6 Juni 11 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 10 

7 Juli 10 0 0 5 15 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 14 

8 Agustus 14 0 0 3 17 8 0 0 8 0 0 8 0 7 1 10 

9 
Septemb

er 
9 1 0 6 16 2 0 0 2 0 0 3 0 2 1 14 

10 Oktober 13 1 0 2 16 2 0 0 1 0 0 3 0 2 1 14 

11 
Novemb

er 
13 1 0 1 15 1 0 0 3 0 0 2 0 2 0 13 

12 
Desemb

er 
13 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 12 

TOTAL 34 
 

32 
 

0 21 0 0 
  

32 
  

 



REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN LALU 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BULAN 

INI 

BELUM 

PEMBAGIAN 

MAJELIS 

MEDIASI 

BERHASIL 

MEDIASI 

GAGAL 
GUGUR CABUT 

JUMLAH 

PUTUS 

JUMLAH 

MEDIASI 

BERHASIL 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 
BELUM 

PUTUS 

SUDAH 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

MEDIASI 

BERHASIL 

BELUM 

MINUTASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Januari 0 0 0 7 7 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 3 

2 Februari 3 0 0 8 11 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 2 

3 Maret 2 0 0 8 10 9 0 0 0 0 0 9 0 8 1 2 

4 April 1 1 0 10 12 9 1 0 0 0 0 10 0 10 0 2 

5 Mei 2 0 0 5 7 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 

6 Juni 1 0 0 9 10 8 0 0 0 0 0 8 0 1 7 9 

7 Juli 2 7 0 29 38 24 0 0 0 0 0 31 0 25 6 13 

8 Agustus 7 6 0 6 19 8 0 0 0 0 0 14 0 14 0 5 

9 September 5 0 0 13 18 15 0 0 0 0 0 15 0 5 10 13 

10 Oktober 3 10 0 5 18 7 0 0 0 0 0 17 0 17 0 1 

11 November 1 0 0 13 14 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 1 

12 Desember 1 0 0 9 10 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 2 

TOTAL 122 
 

120 
 

0 0 0 0 
  

120 
  

 

 

 

 



REKAPITULASI PERKARA GUGATAN SEDERHANA 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

No Periode 
Jumlah Perkara 

Diterima 

Jumlah Perkara 

Diputus 

Status Penyelesaian Perkara Jenis Kelamin 

Akta Perdamaian 
Penetapan 

Dismissal 

Penetapan 

Gugur 
Putusan Laki - Laki Perempuan 

1 Januari - - - - - - - - 

2 Februari - - - - - - - - 

3 Maret - - - - - - - - 

4 April - - - - - - - - 

5 Mei - - - - - - - - 

6 Juni - - - - - - - - 

7 Juli - - - - - - - - 

8 Agustus 4 - - - - - 4 4 

9 September - 4 - - - 4 - - 

10 Oktober - - - - - - - - 

11 November 1 1 - 1 - - 2 - 

12 Desember 1 1 - 1 - - 1 - 

TOTAL 6 6 - 2 - 4 7 4 



 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN 

LALU YANG 

BELUM 

DIMINUTASI 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

PENUNJUKAN 

MAJELIS 

HAKIM 

PUTUS 

SAMPAI 

BULAN 

INI 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 

JUMLAH 

TERDAKWA 

JUMLAH 

TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Januari 77 34 111 40 0 45 39 6 72 235 179 

2 Februari 72 25 97 42 0 48 45 3 52 205 155 

3 Maret 52 44 96 29 0 32 29 3 67 209 161 

4 April 67 37 104 38 4 41 35 6 69 214 173 

5 Mei 69 50 119 44 23 50 46 4 73 238 184 

6 Juni 73 3 76 13 7 17 11 6 65 146 110 

7 Juli 65 43 108 43 0 49 46 3 62 224 167 

8 Agustus 62 39 101 34 0 37 34 3 67 200 154 

9 September 67 35 102 26 0 29 24 5 78 176 144 

10 Oktober 78 41 119 42 0 47 38 9 81 202 153 

11 November 81 24 105 36 0 45 36 9 69 166 106 

12 Desember 69 28 97 26 0 35 35 0 62 146 62 

Total 
 

403 
 

413 
  

418 
  

2361 1748 



REKAPITULASI PERKARA PIDANA SINGKAT 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN 

LALU YANG 

BELUM 

DIMINUTASI 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

PENUNJUKAN 

MAJELIS 

HAKIM 

PUTUS 

SAMPAI 

BULAN 

INI 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 

JUMLAH 

TERDAKWA 

JUMLAH 

TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Februari 0 3 3 3 0 3 3 0 0 6 3 

3 Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Agustus 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 

9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
 

4 
 

4 
  

4 
  

8 4 



REKAPITULASI PERKARA PIDANA CEPAT 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN 

LALU YANG 

BELUM 

DIMINUTASI 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

PENUNJUKAN 

MAJELIS 

HAKIM 

PUTUS 

SAMPAI 

BULAN 

INI 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 

JUMLAH 

TERDAKWA 

JUMLAH 

TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Januari 0 10 10 10 0 10 10 0 0 20 10 

2 Februari 0 7 7 7 0 7 6 1 1 14 7 

3 Maret 1 4 5 4 0 5 5 0 0 10 5 

4 April 0 12 12 12 0 12 12 0 0 24 11 

5 Mei 0 16 16 16 0 16 16 0 0 31 16 

6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Juli 0 5 5 5 0 5 5 0 0 10 5 

8 Agustus 0 3 3 3 0 3 3 0 0 6 3 

9 September 0 12 12 12 0 12 12 0 0 30 15 

10 Oktober 0 7 7 7 0 7 7 0 0 14 10 

11 November 0 23 23 23 0 23 23 0 0 45 25 

12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
 

99 
 

99 
  

99 
  

204 107 



REKAPITULASI PERKARA PIDANA LALU LINTAS 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN 

LALU YANG 

BELUM 

DIMINUTASI 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

PENUNJUKAN 

MAJELIS 

HAKIM 

PUTUS 

SAMPAI 

BULAN 

INI 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 

JUMLAH 

TERDAKWA 

JUMLAH 

TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Januari 0 352 352 352 0 352 352 0 0 1056 352 

2 Februari 0 393 393 393 0 393 393 0 0 1177 392 

3 Maret 0 722 722 722 0 722 722 0 0 2166 722 

4 April 0 426 426 426 0 426 426 0 0 1276 425 

5 Mei 0 863 863 863 0 863 863 0 0 2589 863 

6 Juni 0 65 65 65 0 65 65 0 0 195 65 

7 Juli 0 804 804 804 0 804 804 0 0 2412 804 

8 Agustus 0 492 492 492 0 492 492 0 0 1476 492 

9 September 0 774 774 774 0 774 774 0 0 2322 774 

10 Oktober 0 439 439 439 0 439 439 0 0 1317 439 

11 November 0 581 581 581 0 581 581 0 0 1743 581 

12 Desember 0 1121 1121 1121 0 1121 1121 0 0 3363 1121 

Total 
 

7032 
 

7032 
  

7032 
  

21092 7030 



REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

Januari - Desember 2018 

NO BULAN 

SISA BULAN 

LALU YANG 

BELUM 

DIMINUTASI 

MASUK 

BEBAN 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

PENUNJUKAN 

MAJELIS 

HAKIM 

PUTUS 

SAMPAI 

BULAN 

INI 

MINUTASI 

BULAN 

INI 

PUTUS 

BELUM 

MINUTASI 

SISA 

AKHIR 

PERKARA 

JUMLAH 

TERDAKWA 

JUMLAH 

TERPIDANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Januari 2 2 4 1 0 3 2 1 2 4 2 

2 Februari 2 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1 

3 Maret 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

4 April 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

5 Mei 1 2 3 2 0 3 2 1 1 4 2 

6 Juni 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

7 Juli 1 4 5 2 0 3 2 1 3 6 2 

8 Agustus 3 1 4 3 0 4 3 1 1 5 1 

9 September 1 3 4 1 0 2 1 1 3 5 1 

10 Oktober 3 0 3 2 0 3 2 1 1 4 0 

11 November 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

12 Desember 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

Total 
 

12 
 

12 
  

13 
  

35 9 



LAPORAN DIREKTORI PUTUSAN 

Januari – Desember 2018 

 

No Bulan Perdata Pidana Khusus Pidana Umum 

1 Januari 5 15 36 

2 Februari 17 16 37 

3 Maret 11 14 19 

4 April 10 6 44 

5 Mei 9 18 45 

6 Juni 9 4 9 

7 Juli 26 19 31 

8 Agustus 16 20 22 

9 September 21 9 30 

10 Oktober 9 17 34 

11 Nopember 15 16 43 

12 Desember 9 9 17 

Total 157 163 367 

 



           Jl. Sutan Syahrir Nomor : 16 Telp. ( 0532 ) 21014 - 21179-Fax. ( 0532 ) 21014

           Pangkalan Bun Kode Pos 74111

PANGKAT JABATAN

MASA 

KERJA

THN/BL

N

LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN

GOL TMT NAMA TMT GOL SELURUH NAMA THN NAMA
LULUS

TAHUN
IJAZAH

1 A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH.,CN 19721128 199903 1 011 IV/b 01/04/2018 Ketua 21/12/2016 19/09 19/09
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Calon Hakim

2001       

2000         

1. Fak. Hukum Univ. Brawijaya  

Malang

2. Notaris UNAIR

1995     

1999         

SH

CN

Singaraja, 

28/11/1972
44

Mutasi dari PN. Kab. Kediri di 

Gampingrejo Tahun 2015
-

2 YOHANIS, SH 19640411 199803 1 001 IV/a 01/10/2016 Panitera 12/02/2018 20/09 20/09 1. Diklat Prajabatan 1998 1. FH Univ. Kristen Indo. Paulus 1992 SH
Bontonompo,

11/04/1964
52

Mutasi dari

PN.Banjarmasin Tahun 2018

Mutasi ke

PN.P.Bun 12-02-2018

3 PATMAWATY, SH. 19720507 199803 2 003 III/d 01/04/2010
Panitera

Pengganti
27/06/2005 20/09 20/09

1.  Diklat Prajabatan

2. Diklatpim Tk. IV

1998

2002
1. Fak. Hukum STIH Malang 1996 SH

Benteng Pinrang,

07/05/1972
45

Mutasi dari Kanwil

Dep.Kehakiman Sul-Sel
-

4 UCOK RICHON MANIK, SH 19830627 200604 1 003 III/d 01/04/2018
Panmud

Pidana
07/10/2015 12/08 12/08 1. Diklat Prajabatan 2007 1. Fak. Hukum Univ. Janabadra, Yogya 2005 SH

Sei Tuat,

27/06/1983
34

Mutasi dari

PN.Kuala Kapuas Tahun 2012
-

5 HUSNI THAMRIN, ST. 19780308 200904 1 003 III/d 01/04/2018 Sekretaris 31/12/2015 09/08 09/08

1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Pengadaan 

Barang dan Jasa

2009

2011
1. Fak. Teknik Universitas  Surabaya 2002 ST

Pangkalan Bun,

08/03/1978
39

Mutasi dari

PT. Kalteng Tahun 2011
-

6 MUHAMMAD IKHSAN, SH 19801013 200805 1 001 III/c 01/10/2016 Hakim 28/08/2015 10/07 10/07
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Calon Hakim

2009

2011
1. Fak. Hukum Univ. Lampung 2006 SH

Jakarta,

13/10/1980
36 Mutasi dari PN. Ketapang Tahun 2015

7 IMAN SANTOSO, SH.,MH. 19760513 200805 1 001 III/c 02/10/2016 Hakim 06/08/2015 10/07 10/07
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Calon Hakim

2009

2011

1. Fak. Hukum Univ. Islam 

Indonesia

2. Fak. Hukum IBLAIM

2001

2011

SH

MH

Yogyakarta,

13/05/1976
41 Mutasi dari PN. Kasongan Tahun 2015

8 IQBAL ALBANNA, SH.,MH. 19850131 200904 1 004 III/c 01/04/2016 Hakim 10/12/2015 10/02 10/02
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Calon Hakim

2010

2010

1. Fak. Hukum Univ. Diponegoro

2. Fak. Hukum Univ. Indonesia

2007

2010

SH

MH

Surakarta,

31/01/1985
32

Mutasi dari

PN. Nunukan Tahun 2015
-

9 JURMANI, SH. 19791205 200805 1 001 III/c 01/10/2016
Panmud

Perdata
19/12/2016 10/07 10/07 1. Diklat Prajabatan 2009 1. STIH Sultan Adam Banjarmasin 2007 SH

Palikadan,

05/12/1979
37

Mutasi dari PN Tamiang Layang Tahun 

2016

10 YELLY FEBDRIANTY, SH. 19820328 200801 2 012 III/c 01/10/2016
Panitera

Pengganti
09/10/2015 10/11 10/11 1. Diklat Prajabatan 2009 1. STIH PERTIBA Pangkal Pinang 2006 SH

Pangkal Pinang,

23/03/1982
35

Mutasi dari

PN. Ketapang Tahun 2016

11 EDI ZARQONI, SH. 19810130 200904 1 002 III/c 01/04/2017
Panitera

Pengganti
07/10/2015 09/08 09/08 1. Diklat Prajabatan 2010 1. Fak. Hukum Muria Kudus 2004 SH

Blora,

30/01/1981
36 -

Mutasi Ke PN Nanga Bulik Per 

Tanggal

01 November 2018

12 MANTIKO SUMANDA M. ,SH.,M.Kn. 19821016 200912 1 002 III/c 01/04/2017 Hakim 30/12/2016 10/00 10/00
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Calon Hakim

2011

2011

1. Fak. Hukum Univ. Jambi

2. Fak. Hukum Univ. Gadjah Mada

2005     

2008         

SH

M.Kn.

Bandung,

16/10/1982
34 Mutasi dari PN Martapura Tahun 2016

13 DENI NURMANSYAH, SE. 19840101 200604 1 005 III/c 01/04/2018
Kepala Subbagian 

Umum & Keuangan 
31/12/2015 10/10 12/05

1. Diklat Prajabatan

2. Diklat Pengadaan 

Barang dan Jasa

2007

2012
1. D3. AA.YKPN 2007 A.md.

Simpangkanan,

01/01/1984
33 - -

14 MUHAMMAD AMRULLAH 19680927 199003 1 002 III/b 01/04/2014

Kepala Subbagian 

Perencanaan, 

Teknologi Informasi 

dan Pelaporan

31/12/2015 10/02 28/06 1. Diklat Prajabatan 1990 1. SMA Negeri 1 Pangkalan Bun 1992 SMA
Pangkalan Bun,

27/09/1968
48 - -

15 HARIYANTO 19750115 199403 1 002 III/b 01/10/2014
Panmud

Hukum
27/07/2018 19/09 24/06 1. Diklat Prajabatan 1994 1. SMA Negeri Ngoro 1993 SMA

Jombang,

15/01/1975
42

Mutasi dari

PN. Muara Teweh Tahun 2014

16 ADE ANDIKO, SH. 19871119 201101 1 005 III/b 01/04/2015
Panitera

Pengganti
31/12/2015 07/11 07/11 1. Diklat Prajabatan 2012 1. Fak. Hukum UNPAR Palangka Raya 2009 SH

Palangka Raya,

19/11/1987
29 -

Mutasi Ke PN Nanga Bulik Per 

Tanggal

01 November 2018

17 CHANRO SIMAMORA, SH. 19890404 201212 1 002 III/b 01/04/2017
Kepala Subbagian 

Kepegawaian & Ortala 
27/02/2018 07/00 07/00 1. Diklat Prajabatan 2013 1. Fak.Hukum Univ. Jambi 2012 SH

Sidikalang,

04/04/1989
29

Mutasi dari

PN. Kasongan Tahun 2018

Mutasi ke

PN.P.Bun 27-02-2018

18 NORDIANSYAH 19710616 199303 1 004 III/b 01/04/2013 Jurusita 30/04/2007 17/09 25/06 1. Diklat Fungsional Jurusita 2004 1. SLTA Bina Putera 1991 SMA
Barabai,

16/06/1971
46 - -

19 SYLVI ENGGRIANI, SH 19890203 201212 2 001 III/b 01/04/2017
Staf Kepaniteraan 

Pidana
09/04/2013 07/00 07/00 1. Diklat Prajabatan 2013 1. FH Un. Atma Jaya, Yogyakarta 2012 SH

Ktw. Timur,

03/02/1989
28 - -

20 DIDIK SULAIMAN, SH. 19811018 201212 1 003 III/a 01/04/2017
Staf Subbagian Umum 

& Keuangan
01/12/2012 08/11 13/05 1. Diklar Prajabatan 2014 1. Fak.Hukum UNTAMA 2011 SH

Lumajang,

18/10/1981
35 - -

Peraturan Pemerintah  Nomor  15 Tahun  1979

KET.
MUTASI

KEPEGEWAIAN

UMUR

(THN)

TEMPAT,

TGL. LAHIR
NAMA

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
31 DESEMBER 2018

PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

           PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NIPNO.



           Jl. Sutan Syahrir Nomor : 16 Telp. ( 0532 ) 21014 - 21179-Fax. ( 0532 ) 21014

           Pangkalan Bun Kode Pos 74111

PANGKAT JABATAN

MASA 

KERJA

THN/BL

N

LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN

GOL TMT NAMA TMT GOL SELURUH NAMA THN NAMA
LULUS

TAHUN
IJAZAH

Peraturan Pemerintah  Nomor  15 Tahun  1979

KET.
MUTASI

KEPEGEWAIAN

UMUR

(THN)

TEMPAT,

TGL. LAHIR
NAMA

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
31 DESEMBER 2018

PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

           PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NIPNO.

21 ROSILAWATI, A.Md 19840719 200912 2 002 III/a 01/04/2018 Jurusita Pengganti 31/12/2015 10/01 10/01 1. Diklat Prajabatan 2011 1. D3. Akuntansi UDINUS Yogyakarta 2007 A.md.
Pangkalan Bun,

19/07/1984
32

Mutasi dari

PN. Palangka Raya Tahun 2012
-

22 MAYA AGUSTINA 19840822 201408 2 001 III/a 01/10/2018
Staf Kepaniteraan 

Perdata
09/09/2015 15/03 15/03 1. Diklar Prajabatan 2015 1. SMK Negeri 1 Pangkalan Bun 2002 SMA

Pangkalan Bun,

22/08/1984
32 - -

23 YUDHA PRADANA PUTRA, A.Md 19910328 201503 1 001 II/c 01/03/2015

Plt. Subbagian 

Perencanaan, TI & 

Pelaporan

31/07/2015 03/09 03/09 1. Diklat Prajabatan 2016 1. D3. 2012 A.md.
Kulon Progo,

28/03/1991
26 - -

24 SULISTYAWATI 19840306 201408 2 001 II/b 01/10/2018
Staf Subbagian Umum 

& Keuangan
01/08/2014 16/01 16/01 1. Diklar Prajabatan 2015 1. SMK Negeri 1 Pangkalan Bun 2002 SMA

Pangkalan Bun,

06/03/1984
33

A.A.GD.AGUNG PARNATA,S.H.,CN.

NIP. 19721128 199903 1 011

 KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
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131111 TANAH      51,476,027,285                 0                 0      51,613,127,285           51,494         137,100,000            51,494                  0

2.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I       8,680,241,000                 0                 0       8,680,241,000            8,685                   0             8,685                  0M2

2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah      42,795,786,285                 0                 0      42,932,886,285           42,809         137,100,000            42,809                  0M2

132111 PERALATAN DAN MESIN       1,431,995,691                50                 0       1,678,676,011              350         246,680,320               400                  0

3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )         258,514,828                 0                 0         262,514,828                3           4,000,000                 3                  0Unit

3.02.01.04.001 Sepeda Motor          63,570,000                 0                 0          63,570,000                6                   0                 6                  0Unit

3.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)           9,000,000                 0                 0           9,000,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal          11,000,000                 4                 0          26,400,000                3          15,400,000                 7                  0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu          20,734,000                 2                 0          24,914,000                8           4,180,000                10                  0Buah

3.05.01.04.003 Rak Besi           8,000,000                25                 0          43,750,000                5          35,750,000                30                  0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi          11,000,000                 0                 0          11,000,000                6                   0                 6                  0Buah

3.05.01.04.007 Brandkas           7,022,000                 0                 0           7,022,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api           1,500,000                 2                 0           4,800,000                2           3,300,000                 4                  0Buah

3.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System          27,499,100                 0                 0          27,499,100                2                   0                 2                  0Buah

3.05.01.05.017 Mesin Absensi          14,999,000                 0                 0          14,999,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.01.05.081 Papan Pengumuman           1,600,000                 0                 0           1,600,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu          35,500,000                 5                 0          56,840,000               27          21,340,000                32                  0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal          89,200,000                 0                 0          89,200,000               64                   0                64                  0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu          14,200,000                 8                 0          24,020,000               24           9,820,000                32                  0Buah

3.05.02.01.005 Sice           2,300,000                 0                 0           2,300,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.01.007 Bangku Panjang Kayu          30,000,000                 0                 0          30,000,000               30                   0                30                  0Buah

3.05.02.01.008 Meja Rapat          17,450,000                 0                 0          17,450,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.01.009 Meja Komputer           4,100,000                 0                 0           4,100,000                7                   0                 7                  0Buah

3.05.02.01.010 Tempat Tidur Besi             450,000                 0                 0             450,000                1                   0                 1                  0Buah
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3.05.02.01.014 Meja Resepsionis          16,100,000                 0                 0          16,100,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput                   0                 1                 0           2,750,000                0           2,750,000                 1                  0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split         114,681,830                 0                 0         114,681,830               21                   0                21                  0Buah

3.05.02.04.006 Kipas Angin             600,000                 0                 0             600,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.002 Televisi          39,223,400                 0                 0          39,223,400                6                   0                 6                  0Buah

3.05.02.06.005 Amplifier           5,625,000                 0                 0           5,625,000                3                   0                 3                  0Buah

3.05.02.06.012 Wireless           3,000,000                 0                 0           3,000,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.036 Dispenser           1,225,000                 0                 0           1,225,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.06.042 Lambang Instansi           4,174,500                 0                 0           4,174,500                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.046 Handy Cam           6,000,000                 0                 0           6,000,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.056 Karpet          10,998,000                 0                 0          10,998,000                6                   0                 6                  0Buah

3.05.02.06.058 Gordyin/Kray          13,200,000                 0                 0          13,200,000               44                   0                44                  0Buah

3.05.02.99.999 Alat Rumah Tangga Lainnya           3,798,000                 0                 0           3,798,000                3                   0                 3                  0

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS)          22,298,000                 0                 0          22,298,000                3                   0                 3                  0Buah

3.06.01.01.091 Digital LED Running Text           3,350,000                 0                 0           3,350,000                1                   0                 1                  0Buah

3.06.01.02.128 Camera Digital           7,000,000                 0                 0           7,000,000                1                   0                 1                  0Buah

3.06.02.01.010 Facsimile           4,000,000                 0                 0           4,000,000                1                   0                 1                  0Buah

3.06.03.47.002 Genset           8,500,000                 1                 0         132,800,000                1         124,300,000                 2                  0Buah

3.10.01.01.999 Komputer Jaringan Lainnya         100,325,000                 0                 0         100,325,000                2                   0                 2                  0

3.10.01.02.001 P.C Unit         244,567,200                 0                 0         244,567,200               19                   0                19                  0Buah

3.10.01.02.002 Lap Top          69,193,000                 2                 0          95,033,320                6          25,840,320                 8                  0Buah

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer)          39,151,333                 0                 0          39,151,333               18                   0                18                  0Buah

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer)          14,996,500                 0                 0          14,996,500                2                   0                 2                  0Buah

3.10.02.04.001 Server          54,750,000                 0                 0          54,750,000                2                   0                 2                  0Buah
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3.10.02.04.002 Router           8,000,000                 0                 0           8,000,000                1                   0                 1                  0Buah

3.10.02.04.014 Rak Server           5,600,000                 0                 0           5,600,000                2                   0                 2                  0Buah

3.10.02.04.024 Switch           4,000,000                 0                 0           4,000,000                1                   0                 1                  0Buah

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN       8,032,757,300                 0                 0       8,032,757,300               14                   0                14                  0

4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen       6,818,074,300                 0                 0       6,818,074,300                3                   0                 3                  0Unit

4.01.01.08.001 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen         212,523,000                 0                 0         212,523,000                1                   0                 1                  0Unit

4.01.02.01.001 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen       1,002,160,000                 0                 0       1,002,160,000               10                   0                10                  0Unit

134111 JALAN DAN JEMBATAN          69,474,000                 0                 0          69,474,000                1                   0                 1                  0

5.01.01.09.008 Jalan Khusus Lainnya          69,474,000                 0                 0          69,474,000                1                   0                 1                  0M2

135121 ASET TETAP LAINNYA          12,278,469                 0                 0          12,278,469            4,177                   0             4,177                  0

6.01.01.01.001 Monografi          12,278,469                 0                 0          12,278,469            4,177                   0             4,177                  0Buah

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN         269,095,000                 0                 0         269,095,000              203                   0               203                  0

3.02.03.02.001 Speed Boat / Motor Tempel           9,975,000                 0                 0           9,975,000                1                   0                 1                  0Unit

3.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)           2,375,000                 0                 0           2,375,000                5                   0                 5                  0Buah

3.05.01.01.002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)             200,000                 0                 0             200,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)              81,000                 0                 0              81,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.01.02.003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator              25,000                 0                 0              25,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal             481,000                 0                 0             481,000                5                   0                 5                  0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu           2,129,000                 0                 0           2,129,000               11                   0                11                  0Buah

3.05.01.04.004 Rak Kayu          18,696,000                 0                 0          18,696,000               12                   0                12                  0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi              65,000                 0                 0              65,000                5                   0                 5                  0Buah

3.05.01.04.007 Brandkas             772,000                 0                 0             772,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.01.04.013 Buffet             971,000                 0                 0             971,000                5                   0                 5                  0Buah

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama             156,000                 0                 0             156,000                9                   0                 9                  0Buah
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3.05.01.05.010 White Board             124,000                 0                 0             124,000                4                   0                 4                  0Buah

3.05.01.05.014 Peta             145,000                 0                 0             145,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal           1,934,000                 0                 0           1,934,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu           7,605,000                 0                 0           7,605,000               33                   0                33                  0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal           4,046,000                 0                 0           4,046,000               28                   0                28                  0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu           2,640,000                 0                 0           2,640,000               13                   0                13                  0Buah

3.05.02.01.005 Sice           2,065,000                 0                 0           2,065,000                4                   0                 4                  0Buah

3.05.02.01.007 Bangku Panjang Kayu             384,000                 0                 0             384,000               12                   0                12                  0Buah

3.05.02.02.003 Jam Elektronik             150,000                 0                 0             150,000                8                   0                 8                  0Buah

3.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput           2,357,000                 0                 0           2,357,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split           3,205,000                 0                 0           3,205,000                5                   0                 5                  0Buah

3.05.02.04.006 Kipas Angin               2,000                 0                 0               2,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.04.007 Exhause Fan              70,000                 0                 0              70,000                4                   0                 4                  0Buah

3.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use ))

             17,000                 0                 0              17,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.005 Amplifier              26,000                 0                 0              26,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.007 Loudspeaker               5,000                 0                 0               5,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.012 Wireless           3,622,000                 0                 0           3,622,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.06.013 Megaphone               5,000                 0                 0               5,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.014 Microphone              10,000                 0                 0              10,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.025 Alat Hiasan              24,000                 0                 0              24,000                1                   0                 1                  0Buah

3.05.02.06.030 Tiang Bendera              94,000                 0                 0              94,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.06.035 Kaca Hias             227,000                 0                 0             227,000                4                   0                 4                  0Buah

3.05.02.06.040 Palu Sidang              18,000                 0                 0              18,000                2                   0                 2                  0Buah

3.05.02.06.042 Lambang Instansi             290,000                 0                 0             290,000                2                   0                 2                  0Buah
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3.05.02.06.058 Gordyin/Kray             615,000                 0                 0             615,000                1                   0                 1                  0Buah

3.06.02.01.010 Facsimile           1,363,000                 0                 0           1,363,000                1                   0                 1                  0Buah

3.10.01.02.001 P.C Unit          10,601,000                 0                 0          10,601,000                3                   0                 3                  0Buah

3.10.02.03.999 Peralatan Personal Komputer Lainnya           3,400,000                 0                 0           3,400,000                4                   0                 4                  0

4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen         188,125,000                 0                 0         188,125,000                3                   0                 3                  0Unit

TOTAL      61,291,627,745      61,675,408,065        383,780,320                   0

HUSNI THAMRIN, ST
19780308 200904 1 003

Penanggung Jawab UAKPB

PANGKALAN BUN,  30  Juni  2018

KUASA PENGGUNA BARANG
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PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1066

Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah001

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

          16,819,757              136,243   99.20          16,819,757          16,819,757                    0         16,956,000         16,956,000Belanja Bahan521211

          16,819,757              136,243   99.20          16,819,757          16,819,757                    0         16,956,000         16,956,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          70,587,400               32,600   99.95          70,587,400          70,587,400                    0         70,620,000         75,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111

           4,380,000                    0  100.00           4,380,000           4,380,000                    0          4,380,000                  0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

          74,967,400               32,600   99.96          74,967,400          74,967,400                    0         75,000,000         75,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          91,787,157              168,843   99.82          91,787,157          91,787,157                    0         91,956,000         91,956,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          91,787,157              168,843   99.82          91,787,157          91,787,157                    0         91,956,000         91,956,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1066.001

          91,787,157              168,843   99.82          91,787,157          91,787,157                    0         91,956,000         91,956,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1066

Layanan Perkantoran994

BELANJA PEGAWAI51
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PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

       1,315,045,280 (        307,910,280)  130.57       1,315,045,280       1,315,045,280                    0      1,007,135,000      1,007,135,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

              20,908 (              4,908)  130.68              21,357              21,357 (                449)             16,000             16,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

          96,258,412 (         10,709,412)  112.52          96,258,412          96,258,412                    0         85,549,000         85,549,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

          29,664,348 (          3,172,348)  111.97          29,664,348          29,664,348                    0         26,492,000         26,492,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

          29,750,000 (          2,970,000)  111.09          30,460,000          30,460,000 (            710,000)         26,780,000         26,780,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

         989,409,893           19,325,107   98.08         990,390,000         990,390,000 (            980,107)      1,008,735,000      1,008,735,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

         115,323,500           50,980,500   69.34         115,323,500         115,323,500                    0        166,304,000        166,304,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

          76,547,940 (          3,988,940)  105.50          76,547,940          76,547,940                    0         72,559,000         72,559,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

         251,616,000            4,250,000   98.34         251,616,000         251,616,000                    0        255,866,000        198,000,000Belanja Uang Makan PNS511129

          34,205,000 (         22,375,000)  289.14          34,205,000          34,205,000                    0         11,830,000         11,830,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

          81,000,000           32,425,000   71.41          81,000,000          81,000,000                    0        113,425,000        113,425,000Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim511157

       3,018,841,281 (        244,150,281)  108.86       3,020,531,837       3,020,531,837 (          1,690,556)      2,774,691,000      2,716,825,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5111

       3,018,841,281 (        244,150,281)  108.86       3,020,531,837       3,020,531,837 (          1,690,556)      2,774,691,000      2,716,825,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

         342,233,465              855,535   99.75         342,233,465         342,233,465                    0        343,089,000        308,029,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

          25,230,532 (            710,532)  102.90          25,230,532          25,230,532                    0         24,520,000         24,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

          46,560,000                    0  100.00          46,560,000          46,560,000                    0         46,560,000         54,360,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115

          20,452,367               32,633   99.84          20,452,367          20,452,367                    0         20,485,000         21,109,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

         434,476,364              177,636   99.96         434,476,364         434,476,364                    0        434,654,000        407,498,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5211

Belanja Barang Persediaan5218

          74,493,936                6,064   99.99          74,493,936          74,493,936                    0         74,500,000         35,760,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
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          74,493,936                6,064   99.99          74,493,936          74,493,936                    0         74,500,000         35,760,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218

Belanja Jasa5221

          93,859,540            1,040,460   98.90          93,859,540          93,859,540                    0         94,900,000        105,600,000Belanja Langganan Listrik522111

           1,444,274            1,067,726   57.49           1,444,274           1,444,274                    0          2,512,000          2,400,000Belanja Langganan Telepon522112

             391,100            1,016,900   27.78             391,100             391,100                    0          1,408,000          2,400,000Belanja Langganan Air522113

          95,694,914            3,125,086   96.84          95,694,914          95,694,914                    0         98,820,000        110,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Pemeliharaan5231

         470,421,115               12,885  100.00         470,421,115         470,421,115                    0        470,434,000        361,032,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111

          40,078,904                1,096  100.00          40,078,904          40,078,904                    0         40,080,000         40,088,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya523119

         104,963,006               99,994   99.90         104,963,006         104,963,006                    0        105,063,000        158,983,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121

         615,463,025              113,975   99.98         615,463,025         615,463,025                    0        615,577,000        560,103,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5231

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          16,110,400               39,600   99.75          16,110,400          16,110,400                    0         16,150,000                  0Belanja Perjalanan Biasa524111

          16,110,400               39,600   99.75          16,110,400          16,110,400                    0         16,150,000                  0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

       1,236,238,639            3,462,361   99.72       1,236,238,639       1,236,238,639                    0      1,239,701,000      1,113,761,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

       4,255,079,920 (        240,687,920)  106.04       4,256,770,476       4,256,770,476 (          1,690,556)      4,014,392,000      3,830,586,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1066.994

       4,255,079,920 (        240,687,920)  106.04       4,256,770,476       4,256,770,476 (          1,690,556)      4,014,392,000      3,830,586,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    1066

       4,346,867,077 (        240,519,077)  105.90       4,348,557,633       4,348,557,633 (          1,690,556)      4,106,348,000      3,922,542,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    03.04.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

02

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung

1071

Layanan Internal (Overhead)951

BELANJA MODAL53
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S/D TAHUN  INI

Belanja Modal Tanah5311

         137,100,000              760,000   99.45         137,100,000         137,100,000                    0        137,860,000        137,860,000Belanja Modal Tanah531111

         137,100,000              760,000   99.45         137,100,000         137,100,000                    0        137,860,000        137,860,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5311

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

         242,680,320            2,319,680   99.05         242,680,320         242,680,320                    0        245,000,000        179,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

           4,000,000                    0  100.00           4,000,000           4,000,000                    0          4,000,000         20,000,000Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin532121

         246,680,320            2,319,680   99.07         246,680,320         246,680,320                    0        249,000,000        199,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5321

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         50,000,000Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         50,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5331

         383,780,320            3,079,680   99.20         383,780,320         383,780,320                    0        386,860,000        386,860,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 53

         383,780,320            3,079,680   99.20         383,780,320         383,780,320                    0        386,860,000        386,860,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1071.951

         383,780,320            3,079,680   99.20         383,780,320         383,780,320                    0        386,860,000        386,860,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    1071

         383,780,320            3,079,680   99.20         383,780,320         383,780,320                    0        386,860,000        386,860,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    03.04.02

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    03.04

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    03

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA  CARA PENARIKAN    0

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA  SUMBER DANA    01

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

       4,730,647,397 (        237,439,397)  105.32       4,732,337,953       4,732,337,953 (          1,690,556)      4,493,208,000      4,309,402,000JUMLAH  BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
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PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum07

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum1049

Layanan Pos Bantuan Hukum003

BELANJA BARANG52

Belanja Jasa5221

          48,000,000                    0  100.00          48,000,000          48,000,000                    0         48,000,000         48,000,000Belanja Jasa Konsultan522131

          48,000,000                    0  100.00          48,000,000          48,000,000                    0         48,000,000         48,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

          48,000,000                    0  100.00          48,000,000          48,000,000                    0         48,000,000         48,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          48,000,000                    0  100.00          48,000,000          48,000,000                    0         48,000,000         48,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1049.003

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang

diluar Gedung Pengadilan

004

BELANJA BARANG52

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          72,480,000               20,000   99.97          72,480,000          72,480,000                    0         72,500,000         72,500,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          72,480,000               20,000   99.97          72,480,000          72,480,000                    0         72,500,000         72,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          72,480,000               20,000   99.97          72,480,000          72,480,000                    0         72,500,000         72,500,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          72,480,000               20,000   99.97          72,480,000          72,480,000                    0         72,500,000         72,500,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1049.004

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama

dan Banding yang Tepat Waktu

005

BELANJA BARANG52
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Belanja Barang Operasional5211

             480,000               20,000   96.00             480,000             480,000                    0            500,000            500,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

             480,000               20,000   96.00             480,000             480,000                    0            500,000            500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5211

Belanja Barang Non Operasional5212

          53,716,000            4,324,000   92.55          53,716,000          53,716,000                    0         58,040,000         38,540,000Belanja Bahan521211

          53,716,000            4,324,000   92.55          53,716,000          53,716,000                    0         58,040,000         38,540,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Barang Persediaan5218

          14,552,000              128,000   99.13          14,552,000          14,552,000                    0         14,680,000         10,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

          14,552,000              128,000   99.13          14,552,000          14,552,000                    0         14,680,000         10,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

           3,290,000            1,330,000   71.21           3,290,000           3,290,000                    0          4,620,000          6,300,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

           3,290,000            1,330,000   71.21           3,290,000           3,290,000                    0          4,620,000          6,300,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          72,038,000            5,802,000   92.55          72,038,000          72,038,000                    0         77,840,000         55,340,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          72,038,000            5,802,000   92.55          72,038,000          72,038,000                    0         77,840,000         55,340,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1049.005

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui

Pembebasan Biaya Perkara

006

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000Belanja Bahan521211

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Barang Persediaan5218

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218

Belanja Jasa5221
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Tanggal
Halaman
Prog.Id

:
:
:
:

LRBST 01Kode Lap.

TAHUN 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah) 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI

SISA ANGGARAN
% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO

S/D TAHUN  INI
TAHUN  INI

ANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/D 

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         

ESELON I                  

:
:
:
:

1400

03

005

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA         

KALIMANTAN TENGAH

099247 SATKER INI  BELUM DIREKAM

JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

                   0              466,000    0.00                   0                   0                    0            466,000            466,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0              466,000    0.00                   0                   0                    0            466,000            466,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0              200,000    0.00                   0                   0                    0            200,000            200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0            1,066,000    0.00                   0                   0                    0          1,066,000          1,066,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0            1,066,000    0.00                   0                   0                    0          1,066,000          1,066,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   1049.006

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    1049

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    03.04.07

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    03.04

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    03

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  CARA PENARIKAN    0

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  SUMBER DANA    01

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

         192,518,000            6,888,000   96.55         192,518,000         192,518,000                    0        199,406,000        176,906,000JUMLAH  BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
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